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ABSTRAK 

       Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum 
Islam Terhadap Praktik Topengan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik”. 
Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana praktik 
topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik. 2) Bagaimana 
Analisis hukum Islam terhadap praktik topengan di PT. BPRS Lantabur 
Tebuireng kantor cabang Gresik. 
       Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Maksudnya pembahasan dimulai dengan 
mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang praktik topengan 
yang terjadi pada nasabah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, 
kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni mura>bah}ah dan waka>lah terhadap 
praktik topengan yang terjadi pada nasabah di PT BPRS Lantabur Tebuireng 
Cabang Gresik 
       Hasil penelitian ini, diperoleh informasi mengenai praktik topengan yang 
terjadi pada nasabah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, yakni 
dengan akad mura>bah}ah dan waka>lah. Dalam praktiknya nasabah datang ke 
BPRS untuk mengajukan pembiayaan untuk suatu barang atau kebutuhan, 
pengajuannya menggunakan data diri nasabah dan jaminan kepunyaan non-
nasabah yang mana non-nasabah tersebut yang menggunakan uang pembiayaan. 
Dan nasabah dalam hal ini tidak mengutaran di awal pengajuan pembiayaan 
sehingga dalam kontrak tersebut tertera obyek yang dibutuhkan nasabah. Dalam 
hal ini akad mura>bah}ah diterapkan dalam praktik topengan tapi dalam kontrak 
obyek mura>bah}ah adakalanya nasabah tidak sesuai dengan praktiknya begitupun 
dalam akad waka>lah, yang mana pada kontrak akad mura>bah}ah bi al-waka>lah 
yang seharusnya waka>lah untuk membeli barang yang dimaksud dengan uang 
pembiayaan tapi dalam praktiknya uang tersebut pindah kepemilikan sehingga 
yang menanggung kredit macet tersebut yaitu nasabah dan praktik topengan 
tersebut menimbulkan unsur gharar. Dalam hal ini akad mura>bah}ah bi al-waka>lah 
masih belum sesuai karena pada praktiknya obyek dan sighat mura>bah}ah yang 
tercantum dalam akad berbeda dan penggunakan obyek tersebut berbeda juga 
pihak yang menggunakannya, begitu pun dalam waka>lahnya yang mana dalam 
kontrak nasabah sebagai waka>lah dalam pembelian barang yang dimaksud. Jika 
ditinjau dalam mura>bah}ah dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tidak 
tepat sebab dalam akad perjanjian mura>bah}ah tersebut pihak BPRS dan nasabah 
dalam surat perjanjian dan praktiknya berbeda dikarenakan obyek dan jaminan 
bukan milik nasabah tapi non-nasabah 
       Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak BPRS Lantabur Tebuireng 
cabang Gresik sebaiknya mengganti akad baru (rescheduling) jika sudah 
diketahui itu praktik topengan. Dan lebih selektif dalam menganalisa pengajuan 
pembiayaan agar prinsip kehati-hatian dapat tercapai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia di dunia, pada umumnya lebih mementingkan meraih kesejahteraan 

di dunia dibanding dengan kebahagiaan di akhirat. Manusia lebih suka mengejar 

kehidupan dunia dibanding kehidupan setelah kematian, padahal sebenarnya 

kehidupan dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia seperti orang mampir 

minum, hanya sebentar saja dibanding kehidupan di akhirat.1 Agama Islam 

merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama 

yang lengkap dalam memberikan tuntutan dan panduan bagi kehidupan umat 

manusia.2 

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan 

norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada 

norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak 

dalam muamalah. Fikih muamalah merupakan segenap aturan hukum Islam 

mengenai prilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fikih muamalah 

mencakup masalah transaksi dengan harta. Fikih muamalah mencakup transaksi 

komersial (al-mu‘a>wadah) seperti jual beli, sewa menyewa mencakup masalah 

transaksi sosial (tabarru’a>t) seperti hibah, wakaf dan wasiat mencakup 
                                                           
1
 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 7. 

2
 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Group, 

2010) 1. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pengguguran kewajiban (isqata>t) seperti terbebas sari utang, mencakup masalah 

perkongsian (sarika>t) dan penguatan (tuthsiqa>t) seperti gadai, hiwa>lah dan 

kafa>lah.3 

Dalam bermuamalah, hukum Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya 

untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik dan jujur, dan 

bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar muamalah tersebut 

berjalan dengan baik dan sah dalam segala tindakannya serta jauh dari kerusakan 

yang tidak dibenarkan.4 

Aktivitas ekonomi dan bisnis dewasa ini semakin kompleks, terutama terkait 

dengan masalah modal. Bagaimanapun, modal memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menjalankan usaha ada sebagian pelaku usaha memiliki modal, 

ada pula pelaku usaha yang tidak memiliki modal yang cukup, bahkan ada pelaku 

usaha yang memiliki modal, tetapi modal itu berada pada pihak lailn yang sulit 

dibayar pada saat pemilik modal membutuhkan. Variasi kepemilikan modal ini 

memberi dampak yang kuat bagi eksistensi usaha yang dijalankan oleh para 

pelaku usaha. 

Pada saat ketiadaan modal atau keadaan modal yang sulit digunakan, maka 

para pelaku usaha biasanya berhubungan dengan bank sebagai pemilik modal. 

Pada saat pelaku usaha sama sekali tidak memiliki modal, maka pelaku usaha 

bisa menjadi nasabah bank syariah dengan memanfaatkan mud}a>rabah. Pada saat 

pelaku usaha hanya memiliki sebagian modal tetapi tidak cukup untuk 

                                                           
3
 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), 6-9. 

4
 As-Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah( Jakarta: Darul Fath, jilid v Cetakan I, 2004), 12. 
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menjalankan usaha, maka pelaku usaha bisa menjadi nasabah bank syariah 

dengan memanfaatkan pembiayaan musha>rakah.5 

Lahirnya bank pada mulanya hasil dari perkembangan cara penyimpanan 

harta benda. Pada saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan lain 

sebagainya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sedang mata pencuri 

mengikutinya. Bank merupakan tempat yang dipercayai dan terpelihara dengan 

kekuatan tenaga karena rapinya penjagaan bank itu, kepercayaan umum pun 

tertarik olehnya. Sejak itu, berkembanglah bank dengan cara-caranya. Bank 

memberi jaminan atas penyimpan dan penyimpan pun dapat pula 

mempergunakan uang penyimpanannya dengan mempergunakan cek, surat wesel 

dan lain sebagainya.6 

Salah satu skim fikih yang populer digunakan oleh perbankan syariah adalah 

skim jual beli mura>bah}ah dan dianggap sangat bermanfaat bagi seseorang yang 

membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan. 

Transaksi semacam ini, lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para 

sahabatnya. Secara sederhana, mura>bah}ah berarti  penjualan barang seharga 

barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.7 

Mura>bah}ah merupakan salah satu konsep perjanjian dalam fikih Islam, oleh 

karenanya tidak salah bila konsep ini telah banyak digunakan dalam bank syariah 

maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Mura>bah}ah merupakan termasuk 

                                                           
5
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 135-136. 

6
 Rachmadi usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (jakarta: Sinar Grafika, 2012),     

1. 
7
 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 53. 
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dalam perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum jual beli 

yang berlaku dalam mua>malah ma>liyah Isla>miyah.8 

Untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah 

Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, dari pihak 

bank wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. 

Sementara penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama 

didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara pihak bank syariah dan 

nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh 

dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank syariah dapat menyimpulkan 

bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, 

dan tidak menyulitkan pihak bank dikemudian hari.9 

Persyaratan dalam melakukan penilaian diatas harus jelas kedua belah pihak, 

antara pihak bank dan pihak nasabah sehingga dalam penyaluran dana tepat pada 

sasaran. 

 

Firman Allah QS al-Ma’idah [5]: 1 : 

$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ ...  

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” 
 
 

                                                           
8
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2001), 22. 

9
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 Tahun 2008) (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2009), 59. 
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 20 ayat 6 

mendefinisikan mura>bah}ah yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang 

dilakukan oleh s}a>hib al-ma>l dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi 

jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual 

terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi s}a>hib al-ma>l dan 

pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 20 ayat 19 

mendefinisikan waka>lah yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk 

mengerjakan sesuatu. 

Jual beli mura>bah}ah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya 

disertai dengan akad waka>lah. Waka>lah dimana setelah nasabah menjadi wakil 

dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan 

spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.  

Sebagai salah satu Perbankan Syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik, merupakan lembaga 

keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui produk-

produknya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah mura>bah}ah.  

Yang mana non-nasabah membutuhkan uang untuk modal kerja, membeli 

suatu barang atau kebutuhan lain kemudian meminjam uang ke nasabah, tapi 

nasabah tidak punya uang untuk meminjamkannya kemudian nasabah melakukan 

pembiayaan di bank dan pengajuan persyaratannya fotocopy KTP ,omset 

(pemasukan) per bulan/ slip gaji dan data jaminan (berkas jaminan milik pihak 

non-nasabah) , setelah persetujuannya di terima oleh pihak bank maka tahap 
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selanjutnya adalah pihak bank survei ke tempat nasabah. Sesuai dengan survei di 

lapangan jika nasabah dikategorikan mampu untuk melakukan pembiayaan maka 

pengajuannya diterima oleh bank. Kemudian pihak bank dan nasabah melakukan 

akad mura>bah}ah bi al-waka>lah dan dana pencairann pembiayaannya dikirim ke 

rekening nasabah serta tandatangan dikertas kontrak. Setelah nasabah mendapat 

pencairan pembiayaan Rp. 3.000.000 (salah satu pembiayaan nasabah yang 

melakukan topengan) kemudian uang tersebut diberikan kepada non-nasabah, 

setelah non-nasabah membeli barang yang diinginkan (mesin cuci) maka kwitansi 

barang tersebut diberikan ke pihak bank. 

Setiap bulan (jangka waktu 12 bulan) nasabah membayar secara kredit Rp. 

295.000 ke pihak bank tetapi pada saat nasabah tidak bisa membayar tepat waktu 

atau pembayaran macet maka pihak bank memberikan surat peringatan atau 

teguran ke nasabah agar segera membayar hutangnya. Disaat nasabah mulai 

bosan dengan beberapa surat peringatan atau teguran dari bank, pada saat itu 

nasabah mengaku jika selama ini uang pembiayaannya digunakan oleh non-

nasabah dan nasabah tersebut hanya menyampaikan uang pemberian dari non-

nasabah itu kepada bank. Setelah ketahuan siapa yang memakai dana 

pembiayaan, ada sebagian nasabah yang mengganti nama pemakai dana 

pembiayaan menjadi non-nasabah tetapi sisanya tetap menggunakan nama 

nasabah10 Setelah kejadian tersebut terjadi maka pihak bank menyebutnya 

Topengan. 

                                                           
10

 Wawancara A. Hadi Wijaya sebagai Accounting Officer 5 Oktober 2017. 
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Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

dalam penyusunan skripsi yang berjudul ‘’Analisis Hukum Islam Terhadap 

Praktik Topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng  Cabang Gresik’’. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbul persoalan yang 

dapat diidentifikasi penulis : 

1. Praktik topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik 

2. Mekanisme pembiayaan Mura>bah}ah  

3. BPRS Lantabur Tebuireng tidak mengetahui pemilik asli agunan 

4. Faktor yang melatarbelakangi nasabah dalam praktik topengan 

5. Pandangan hukum Islam terhadap praktik transaksi topengan di PT. BPRS 

Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik 

Agar penelitian ini maksimal, maka penelitian akan dibatasi sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Praktik topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik 

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik topengan di PT. BPRS Lantabur 

Tebuireng kantor cabang Gresik 

 

C. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan pembahasan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana praktik topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor 

cabang Gresik ? 

2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik topengan di PT. BPRS 

Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yaitu merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan 

deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.11
 

Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis 

temukan beberapa kajian diantaranya : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathurrohman Husen  (2013) yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan murābaḥah yang 

Bermasalah di BMT Arafah Solo”12 yang inti pembahasannya yaitu pihak 

BMT memberikan kontribusi pengembangan ekonomi masyarakat 

disekitarnya melalui pembiayaan dengan akad murabahah, dan telah 

menangani kasus-kasus ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah 

dalam realisasi pemenuhan hutangnya yaitu pada kondisi kolektabilitas 

kurang lancar, tidak lancar dan macet. 

                                                           
11

 Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk 

Teknis Penulisan Sekripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8. 
12

 Fathurrohman Husen,  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murābaḥah Yang 

Bermasalah di BMT Arafah Solo”.(Skripsi UM—Surakarta,2013), 5. 
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       Skripsi diatas menitikberatkan pada praktik penanganan dan solusi pada 

pembiayaan murābaḥah yang bermasalah  di BMT Arafah. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Muflikhatul Islamiyah (2016) yang berjudul 

“Analisis Peran Account Officer Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah 

Pada PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan”. 13 Yang inti pembahasannya 

yaitu kenaikan resiko dalam pembiayaan bermasalah dari jumlah prosentase 

rasio NPF (Non Performing Loan) per Desember 2015 (7,55%) - per 

September 2016 (20,30%) yang disebabkan oleh peran Account Officer 

dalam menganalisa nasabah kurang baik atau cermat. 

       Skripsi diatas menitikberatkan pada kenaikan resiko dalam pembiayaan 

bermasalah dari jumlah prosentase rasio NPF (Non Performing Loan) . 

3. Skripsi yang ditulis oleh Anis Mufarrihah  Nurrosyidah dan Drs. Harun, MH. 

(2016) yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada 

Pembiayaan Murābaḥah (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu 

Sejahtera)” 14yang inti pembahasannya yaitu Masalah potensial dalam akad 

murābaḥah menurut BMT adalah dari terlambatnya pembayaran oleh pihak 

nasabah, sedangkan pihak BMT tidak dapat menuntut kompensasi apa pun 

(yang melebihi harga yang disepakati) atas keterlambatan tersebut. Gagalnya 

pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati ini, tentu akan 

merugikan pihak BMT. 

                                                           
13

 Muflikhatul Islamiyah, “Analisis Peran Account Officer Dalam Menangani Pembiayaan 

Bermasalah Pada Pt. Bprs Gala Mitra Abadi Grobogan”. (Skripsi UIN—Walisongo, 2016), 9.  
14

 Anis Mufarrihah  Nurrosyidah dan Harun, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada 

Pembiayaan Murābaḥah (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera”. (skripsi UM—

Surakarta, 2016), 2. 
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       Skripsi diatas menitikberatkan pada strategi penyelesaian yang 

dilakukan KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera dalam mengatasi 

pembiayaan murābaḥah bermasalah dan menghubungan dengan fatwa DSN 

MUI. 

Dari ketiga skripsi diatas membahas tentang praktik penanganan dan 

solusi pada pembiayaan murābaḥah yang bermasalah  di BMT Arafah, 

kenaikan resiko dalam pembiayaan bermasalah dari jumlah prosentase rasio 

NPF (Non Performing Loan) dan strategi penyelesaian yang dilakukan KJKS 

BMT Kube Colomadu Sejahtera dalam mengatasi pembiayaan murābaḥah 

bermasalah dan menghubungan dengan fatwa DSN MUI. Sedangkan peneliti 

pada skripsi ini menitikberatkan praktik topengan pada jaminan produk 

pembiayaan murābaḥah dalam hukum Islam di PT. BPRS Lantabur 

Tebuireng kantor cabang Gresik. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui Praktik topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor 

cabang Gresik 

2. Mengetahui Analisis hukum Islam terhadap praktik topengan di PT. BPRS 

Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Memperkaya khazanah keilmuan serta literatur untuk mahasiswa, 

peneliti yang sejenis, atau peneliti dimasa yang akan mendatang 

b. Memperluas wawasan bagi yang membaca khususnya mengenai 

perbankan syariah 

2. Kegunaan Praktis 

       Diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hasil 

tulisan ini khususnya mengenai tentang : 

a. Hasil penerapan ini membahas akad mura>bah}ah bi al-waka>lah 

b. Mencegah terjadinya manipulasi administratif terhadap sistem 

pembiayaan 

c. Mencegah terjadinya praktik topengan karena timbulnya gharar atau 

khianat 

 

G. Definisi Operasional 

       Agar memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan 

beberapa istilah dari judul penelitian ini : 

1. Hukum Islam : Suatu peraturan dan ketentuan yang Berdasarkan atas al- 

     Qur’an dan hadist, terkait suatu hal atau masalah tertentu 

     yang berkaitan dengan murābaḥah dan waka>lah.15 

                                                           
15

 Widarsono, Kamus Hukum Islam,  (Jakarta: Rienka Cipta, 1992), 12. 
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2. Topengan  : Non-nasabah yang membutuhkan uang untuk membeli  

     suatu barang dan meminjam kepada pihak nasabah  

     kemudian pihak nasabah yang melakukan pembiayaan  

     kepihak BPRS Lantabur Tebuireng. Data atau berkas 

      yang diinput kepihak BPRS tersebut yaitu dari pihak  

     nasabah, akan tetapi yang sebagai berkas atau data  

     jaminan dari pihak non-nasabah, dan yang memakai uang  

     pembiayaannya pihak non-nasabah.16 

 

H. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni 

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya,17 Dalam hal ini 

di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. 

2. Data yang dikumpulkan 

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah yakni data tentang nasabah-nasabah yang melakukan 

praktik topengan dan hukum Islam tentang praktik topengan tersebut di PT. 

BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. 

 Penulis dalam pengumpulan data ini memakai penelitian lapangan yang 

mana data-data diambil atau dikumpulkan dari lapangan. Dalam 

                                                           
16

 Wawancara Hadi Wijaya sebagai Accounting Officer pada 22 November 2017. 
17

 Mardalis, Metode Penelitian suatu pendekatan proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 28. 
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mengumpulkan informasi terhadap penelitian ini penulis melakukan riset 

selama 3 minggu. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai 

sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau 

pengambilan data secara langsung18, seperti melakukan wawancara 

secara langsung atau keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan 

yaitu nasabah, non-nasabah dan pihak bank karyawan dari pihak PT. 

BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. 

Dibawah ini yaitu pihak-pihak sebagai responden : 

No. Nama Status 

1. Imam Sungkono Nasabah 

2. Andre Rahman Non Nasabah 

3. Umar Nasabah 

4. Sukamto Non Nasabah 

5. Farid Nasabah 

6. Febi Indrawan Non Nasabah 

7. Sutrisno Nasabah 

8. Kromin Non Nasabah 

9. Sukarman Nasabah 

                                                           
18

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007),  91. 
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10. Intan Lestari Non Nasabah 

11. Yusuf Efendi Nasabah 

12. Deni Prayit Non Nasabah 

13. Putra Anggara Nasabah 

14. Marwoto Non Nasabah 

15. Sueb Nasabah 

16. Suprayitno Non Nasabah 

1.1 Table Pihak Responden 

Dibawah ini pihak-pihak sebagai informan : 

No. Nama Status 

1. Hadi Wijaya Accounting Officer 

2. Moch. Zubaidi Kepala Cabang 

3. Sun’an Funding Officer 

4. Umu Nadhiro Customer service 

1.2 Table pihak Informan 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah Sumber sekunder yaitu data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-

laporan peneliti terdahulu19. Data sekunder ini dapat diperoleh dari 

beberapa literatur : 

 

                                                           
19

 Masruhan, Metodelogi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93. 
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1) Perbankan Syariah karya Ismail 

2) Lembaga Keuangan Syariah karya Nurul Huda dan Mohamad 

Heykal 

3) Fiqih Mua>malah Kontemporer karya Imam Mustofa 

4) Fiqih As-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq 

5) Lembaga Keuangan Syariah karya Yadi Janwari 

6) Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia karya Rachmadi 

Usman 

7) Hukum Perbankan Syariah karya Akhmad Mujahidin 

8) Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah karya Muhammad 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan 

metode berikut : 

a. Wawancara (Interview) 

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

pada peneliti.20 Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak 

terkait yaitu karyawan PT. BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik 

dan beberapa nasabah dan non-nasabah yang bertujuan untuk 

melengkapi data peneliti. 

 

                                                           
20

 Mardalis, Metode Penelitian suatu pendekatan proposal, 64. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi atau dokumenter disebut pengumpulan data dengan 

menyelidiki benda-benda tertulis berupa catatan resmi seperti buku, 

majalah, dokumen, notulen rapat atau catatan tidak resmi seperti  

bibliografi, catatan harian dan lain sebagainya.21 Dalam dokumentasi ini 

berupa kontrak akad antara pihak nasabah dengan bank.  

5. Teknik pengolahan data 

Tahapan-tahapan dalam teknik pengolahan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Editing 

Adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul; lengkap atau 

belum jumlah, pengisiannya atau benar salah pengisian.22 Peneliti secara 

langsunng ikut melihat terhadap pelaksanaan nasabah yang melakukan 

pembiayaan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik. 

b. Organizing 

Adalah pengambilan data-data yang jelas dan terorganisir dengan 

baik sehingga sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. 

c. Analyzing 

Adalah yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 

editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

                                                           
21

 Sukidin dan Mundir, Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam 

Dunia Penelitian, (Surabaya: Insan Cendekia, cetakan I, 2005), 218. 
22

 Ibid, 66. 
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penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga 

diperoleh kesimpulan. 

6. Teknik analisis data 

Analisis data adalah sebagai bagian dari proses pengujian data yang 

hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan  

penelitian.23 Analisis data dapat dilakukan setelah memperoleh data, baik 

dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah dan 

dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data pada 

penelitian ini berupa Deskriptif Kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan 

masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data.24 

 Analisis datanya menggunakan pola pikir yang bersifat induktif adalah 

hasil penemuan studi kasus yang terjadi di PT. BPRS Lantabur Tebuireng 

cabang Gresik tentang realisasi akad Murābaḥah serta praktik topengan oleh 

nasabah.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah 

ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam 

penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada proposal 

penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut: 

                                                           
23

  Indriantoro Nur dan Bambang Supomo,  Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan 

Manajemen, Edisi Pertama, ( Yogyakarta:  BPFE, 2002),  11. 
24

Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rosda, 2010) 210. 
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Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunakan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua memuat tentang konsep Murābaḥah dan waka>lah menurut 

Hukum Islam yakni meliputi pengertian, landasan hukum, rukun-rukun dan 

syarat-syarat, jeni-jenis, skema pembiayaan Mura>bah}ah, manfaat pembiayaan 

akad Mura>bah}ah, berakhirnya akad waka>lah dan Murābaḥah serta Fatwa DSN 

tentang Murābaḥah. 

Bab ketiga membahas tentang praktik topengan di PT. BPRS Lantabur 

Tebuireng cabang Gresik yakni mencakup, profil, Produk, struktur, tata cara 

mengajukan pembiayaan, dan bagaimana latar belakang praktik topengan yang 

dilakukan nasabah. 

Bab keempat Merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik topengan 

di PT. BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik. Analisis ini meliputi 

Bagaimana Praktik topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik 

serta bagaimana menurut hukum Islam. 

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang di 

dalamnya menjawab semua rumusan masalah dan juga berisi saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI MURA>BAH}AH DAN WAKA>LAH  

 

A. Konsep Mura>bah}ah 

       Salah satu skim (produk) fikih yang populer digunakan oleh perbankan 

syariah adalah skim jual beli mura>bah}ah dan dianggap sangat bermanfaat bagi 

seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang 

diperlukan. Transaksi semacam ini, lazim dilakukan oleh Rasulullah saw. dan 

para sahabatnya. Secara sederhana, mura>bah}ah berarti  penjualan barang seharga 

barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.1 

1. Pengertian Mura>bah}ah 

       Murābaḥah secara bahasa merupakan mashdar dari kalimat ribhun yang 

berarti ziya>dah (tambahan).2 Sedang kata ribh itu sendiri berarti suatu 

kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit).3 

       Mura>bah}ah merupakan salah satu konsep dalam melakukan perjanjian 

jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-

lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan 

para nasabahnya.4 Mura>bah}ah dalam istilah fikih berarti suatu perjanjian jual 

beli barang tertentu dan penjual menyebutkan biaya perolehan yang meliputi 

harga barang dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk memperoleh 

                                                           
1
 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, 53. 

2
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keungan 

Syariah. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 83. 
3
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, 14. 

4
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.  
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barang tersebut serta menyebutkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh 

penjual.5 

       Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) mendefinisikan 

mura>bah}ah yaitu : 

“Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh s}a>hib al-ma>l 
dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan 
penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih 
yang merupakan keuntungan atau laba bagi s}a>hib al-ma>l dan 
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”6 

 

       Menurut ulama Hanafiyah, mura>bah}ah adalah memindahkan hak milik 

sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah 

keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 

mura>bah}ah adalah menjual barang sesuai barang dengan modal yang 

dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham 

untuk sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah 

pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.7 

       Sedangkan menurut golongan Malikiyah yang berpendapat bila penjual 

mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari 

pembeli dengan perkataan “Aku beli barang ini 10 Dinar dan berilah aku laba 

satu atau dua dinar. Ini merupakan Mura>bah}ah” .8 

       Menurut para ahli hukum Islam mendefinisikan Mura>bah}ah sebagai 

                                                           
5
 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 

40. 
6
 Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

7
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011), 357. 

8
 Ibid, 703. 
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berikut9 : 

a. ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, mendefinisikan Mura>bah}ah sebagai menjual 

barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat 

tertentu. 

b. Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan Mura>bah}ah sebagai jual-beli dengan 

harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan. 

c. Ibn Rusyd (filosof dan ahli hukum Maliki) mendefinisikan Mura>bah}ah 

sebagai jual-beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli harga 

pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan 

kepada pembeli. 

d. Ibn Qudamah (ahli hukum Hambali ) mendefinisikan Mura>bah}ah sebagai 

jual-beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. 

 

2. Landasan Hukum Mura>bah}ah 

a. Al-Qur’an 

Firman Allah QS Al-Nisa [4] : 29 : 

 $yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (# þθè= à2ù' s? Ν ä3s9≡uθøΒ r& Μà6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3s? 

¸οt�≈ pgÏB tã <Ú# t� s? öΝä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè= çFø) s? öΝ ä3|¡à�Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄∪    
  

 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

                                                           
9
 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 

2014), 175.  
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suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”10 

 
       Ayat diatas menerangkan tentang melarang mengambil harta orang 

lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan 

yang berlaku atas dasar kerelaan bersama tanpa suatu paksaaan. Karena 

jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran 

penggantinnya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada 

unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Pada 

bagian akhir ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang 

orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan 

membunuh orang lain atau bunuh diri. 

 

Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 275 11 

... 3 ¨≅ ymr&uρ ª!$# yìø‹ t7 ø9$# tΠ §� ymuρ (#4θt/ Ìh�9$# 4 ... 

Artinya : “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan    

mengharamkan riba...”   

       Potongan ayat diatas menerangkan tentang melarang pratik riba, 

riba dari segi bahasa adalah penambahan.Tetapi juga sangat mencela 

pelakunya, bahkan mengancam mereka. 

Firman Allah QS al-Baqarah [2] : 198 12 

                                                           
10

 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan :edisi yang disempurnakan, (Jakarta : Widya 

Cahaya, 2011),  jilid 2,155. 
11

 M. Quraish Shihab, Tafsir AL-Mishbah (Ciputat: Lentera Hati, 2000), volume 1, 553. 
12

 Ibid, 408. 
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}§øŠs9 öΝ à6 ø‹ n= tã îy$oΨ ã_ βr& (#θäótG ö;s? WξôÒsù ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ 4 !#sŒ Î* sù Ο çFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sùt� tã 

(#ρã� à2øŒ $$sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ì� yèô±yϑ ø9 $# ÏΘ# t�ysø9 $# ( çνρã� à2øŒ $# uρ $yϑ x. öΝ à61y‰ yδ βÎ) uρ ΟçFΖ à2 ÏiΒ 

Ï&Î# ö7 s% zÏϑ s9 t, Îk!!$āÒ9 $# ∩⊇∇∪     

Artinya :”tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah 
bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di 
Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan 
Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk 
orang-orang yang sesat.” 

 

       Potongan ayat diatas menerangkan tentang tidak ada dosa selama 

mencari kesungguhan dan selama yang dicari itu berupa anugerah dari 

Allah yakni berupa rezeki hasil perniagaan dan usaha halal lainnya dari 

Allah pada musim haji. 

 

b. Hadist 

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah 

saw, bersabda : 

 الَْبَيعُ عَنْ تَـراَضٍ وَالخيَِارُ بَـعْدَاا لصَّفْقَةِ وَلاَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ انَْـيَضُرَّمُسْلِمًا

Artinya : “Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka 

dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal 

bagi seorang muslim menipu sesama muslim-nya.” 13 

 

                                                           
13

 Salim Bahreisy dan said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier (surabaya : Bina 

Ilmu, 2003),jilid 2, 362. 
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:إِذَتبَايََعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ  حَدِيْثُ ابْنُ عُمَرَ, عَنْ رَسُوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ ,أنََّهُ قاَلَ 
يْعاً, أوَْ يخُيَـَّرُ أَحَدُهمُاَ الآْخَرَ فَـتـَبَا يعَاَ عَلَى ذَلِ  هُماَ Gِلخْيَِارِ مَالمَْ يَـتـَفَرَّقاَ, وكَاDََ جمَِ كَ مِنـْ

رُكْ  هُماَ الْبـَيْعَ فَـقَدْ وَجَبَ  فَـقَدْ وَجَبَ الْبـَيْعُ, وَإِنْ تَـفَرَّقاَ بَـعْدَ أَنْ يَـتَبايَعَاَ وَلمَْ يَـتـْ واَحِدٌ مِنـْ
 الْبـَيْعُ 

Artinya :  Ibnu Umar r.a meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, “Jika dua orang melakukan jual beli maka 
masing-masing memiliki hak memilih atas jual belinya 
selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat 
atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan 
transaksi, berarti jual telah terjadi dengan sah, dan 
seandainya keduanya berpisah setelah transaksi 
sedangkan salah seorang dari keduanya tidak 
membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah.” HR 
Bukhari dan Muslim.14 

 
c. Ijma 

       Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai 

transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah 

Rasulullah.15 

Hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan Rifa’ah bin rafi’ al-Bazar dan 

hakim : 

اَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أوَْ أفَْضَلُ قاَلَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ  –صلى الله عليه وسلم  –سُئِلَ رَسُولُ اللهِ 

.بيَعٍ مَبروُرٍ"  

Artinya : “Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang 
sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik : Rasulullah 
ketika itu menjawab : pekerjaan yag dilakukan dengan 

                                                           
14

 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-Lu’lu ‘wal Marja>n: Kumpulan Hadist Shahih Bukhari 

Muslim (solo: Insan Kamil, 2010), hadist nomor 2319, 442. 
15

 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di 

Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 104. 
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tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang 
diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)” 

 

 

 

3. Rukun-Rukun Mura>bah}ah 

       Rukun dari akad Mura>baha}h yang harus di penuhi dalam transaksi ada 

beberapa16 , yaitu: 

a. Pihak yang berakad (al-‘aqi>d)  

yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual, 

dan mus}yta>ri (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan 

membeli barang. Adapun syarat pihak yang berakad : 

1) Cakap menurut hukum 

2) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang 

belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Namun jika 

transaksi jual beli dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz 

dianggap sah, tapi tergantung pada izin walinya; jika walinya 

membolehkan maka transaksinya dianggap sah.17 

3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual sekaligus pembeli18 

b. Objek akad, 

                                                           
16

 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82. 
17

 Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 

2013), 752. 
18

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 116. 
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yaitu barang/harga (ma’ku>d ‘alaih). Untuk melengkapi keabsahan jual 

beli, barang atau harga harus memenuhui syarat-syarat yaitu : 

1) Suci 

       Dalilnya adalah hadist riwayat Jabir yang menyebutkan bahwa 

Nabi saw bersabda : 

تَةِ وَالخنِْزيِرِ وَالأَصْنامَِ (رواه البخارى ومسلم)إِنَّ الله وَرَسُو لَهُ حَرَّمَ بَـيْعَ  َيـْ
الخمَْرِ وَالم  

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya-Nya mengharamkan 

jual beli minuman keras. Bangkai. Babi, dan patunga 

berhala”. 19 (HR. Bukhari dan Muslim) 

2) Memiliki manfaat 

       Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dan 

bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, hewan 

tikus, dan lain sebagainya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena 

dalam pandangan syara’ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat 

bagi manusia.20 

3) Hak milik penuh yang berakad 

       Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh 

dijualbelikan, seperti menjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam 

tanah. 

4) Penyerahan barang dapat dilakukan 

                                                           
19

 Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhori, Shahih Bukhori (t.tp : daarut thuqinnajah, 

1422 H), cet. 1, jilid 3, 84. 
20

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 118. 
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       Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

5) Diketahui keadaannya; jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya 

(memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang disepakati) 

c. Harga (th>man)  

Terkait masalah harga, para ulama fiqh membedakan th>man dengan 

si’ir. Menurut mereka, th>man adalah harga pasar yang berlaku ditengah-

tengah masyarakat secara aktual, sedangkan si’ir adalah harga barang 

yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen 

(consumption). Syarat-syarat harga yaitu : 

1) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan 

ditimbang, baik pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang 

pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain. 

2) Harga pokok diketahui oleh pembeli, jika harga pokok tidak 

diketahui maka jual beli murābaḥah menjadi fasid. 

3) Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari 

harga.21 

d. S{i>ghat (Ijab dan Qabul) 

1) Cara pembayaranya disebutkan dengan jelas  

2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan 

harga dan barang. Jika terdapat perbedaan antara ijab dan qabul, 

maka jual beli diantara keduanya tidak sah.22 

                                                           
21

 Wahbah az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adilatuhu , 704-706. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3) Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara 

spesifik pihak-pihak yang berakad. 

4. Syarat Mura>bah}ah  

Syarat-syarat pembiayaan mura>bah}ah adalah sebagai berikut : 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.  

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.  

c. Kontrak harus bebas riba.  

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian.  

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), dan (e) tidak dipenuhi, pembeli 

memiliki pilihan:  

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.  

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang 

yang dijual.  

c. Membatalkan kontrak.23 

5. Jenis-Jenis Murābaḥah 

Jenis-jenis Murābaḥah antara lain : 

a. Murābaḥah tanpa pesanan 

                                                                                                                                                               
22

 Ahmad Tirmidzi, dkk. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 

2013), 752. 
23

  Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Pers, 

2001), 102. 
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Mura>bah}ah adalah bentuk akad mura>bah}ah ketika penjual 

memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga 

perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Maksudnya 

ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, pihak bank 

menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada mura>bah}ah 

ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan 

atau pembeli. 

b. Murābaḥah kepada pemesan 

Maksudnya pihak bank baru akan melakukan transaksi mura>bah}ah 

atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga 

penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Bentuk mura>bah}ah 

ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual.24 

Dalam kitab al - Umm , Imam Syafi’I menamai transaksi sejenis ini 

dengan istilah al - amir bisysyira . Dalam hal ini, calon pembeli atau 

pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang 

tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai 

barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih 

sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus 

menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. 

Jual beli antar kedua belah  pihak dilakukan setelah barang tersebut berada 

di tangan pemesan.25 

 

                                                           
24

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 102. 
25

 Ibid, 121. 
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6. Skema Pembiayaan Mura>bah}ah 

Pembiayaan mura>bah}ah merupakan jenis pembiayaan yang sering 

diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam 

transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh 

individu. Jenis penggunaan mura>bah}ah lebih sesuai untuk pembiayaan 

investasi dan konsumsi. Pembiayaan mura>bah}ah kurang cocok untuk 

pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.26 

Mura>bah}ah  dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan 

pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan 

atas laba yang diperoleh oleh lembaga.27  
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 Ismail, Perbankan Syariah, 140-141. 
27

 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah kontemporer, 81. 
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( 2.1 Skema Pembiayaan 

( 1 ) ( 1 ) Nasabah mengajukan pembiayaan 

(semisal pembelian rumah) 

( 2 ) ( 2 ) 

( 4 ) 

( 3 ) ( 3 ) 

( 6 ) ( 6 ) 

( 5 ) ( 5 ) 

( 4 ) 

LKS menyerahkan surat-surat 

rumah 

Membayar angsuran 10 

juta/bulan selama 36 bulan 

Membayar uang muka sesuai 

dengan ketentuan dan kesepakatan 

(semisal 140 juta) 

Setelah bank mengadakan rumah 

kemudian mengadakan akad serta 

membuat kesepakatan tentang 

besaran laba, jumlah dan jangka 

waktu angsuran 

LKS membeli rumah dan 

menjualnya kepada nasabah 

dengan akad mura>bah}ah 

Nasabah 
Lembaga 

Keuangan 

Syariah (LKS) 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penjelasan pada skema diatas : 

       Pertama, Nasabah datang ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan 

mengajukan pembiayaan semisal sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu 

kepada LKS dan membawa persyaratan pengajuan. 

       Kedua, LKS mewakili nasabah untuk mencari dan membeli rumah 

sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah. 

       Ketiga, LKS membeli rumah dari suplier seharga 450 juta, harga 

tersebut diketahui oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah 

dengan harga 500 juta dengan akad mura>bah}ah angsuran. 

       Keempat, kemudian setelah pesanan rumah sudah dapat, nasabah dan 

LKS mengadakan akad mura>bah}ah dengan membuat kesepakatan mengenai 

besaran uang muka, besaran laba, jumlah angsuran yang harus dibayarkan 

serta jangka waktu angsuran yang harus dibayarkan serta jangka waktu 

angsuran. 

       Kelima, Nasabah membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan yaitu 

sebesar 140 juta. Keenam, Nasabah membayar angsuran sebesar 10 juta 

setiap bulan selama tiga tahun atau 36 bulan. Ketujuh, Setelah angsuran 

selesai atau lunas, LKS memberikan sertifikat rumah kepada nasabah.28 

 

 

 

 
                                                           
28

 Ibid, 82. 
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7. Manfaat Pembiayaan akad Mura>bah}ah 

a. Manfaat bagi bank 

Manfaat pembiayaan mura>bah}ah bagi bank adalah sebagai salah satu 

bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk 

margin. 

b. Manfaat bagi nasabah 

Sedangkan bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu 

cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. 

Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang 

tidak akan berubah selama masa perjanjian.29 

 

B. Konsep waka>lah 

Waka>lah atau perwakilan, disebut juga al-wikalah berarti al-tafwi>d} berarti 

penyerahan, mewakilkan, mendelegasikan, pemberian mandat, dan pemberian 

kuasa. waka>lah berbeda dengan risalah  atau mengirim utusan. Sementara yang 

pertama adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan suatu pekerjaan atas 

nama yang menunjuk, sedangkan yang kedua hanyalah merupakan penunjuk 

seseorang yang diminta untuk menolong atau membantu dalam menjalankan 

suatu pekerjaan dan tidak harus seseorang yang memiliki otoritas penuh untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut.30 

 

 

                                                           
29

 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Putaka, 2012), 200. 
30

 Agus Triyanto, Hukum Perbankan Syariah (Malang: SetaraPress, 2016), 62 
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1. Pengertian waka>lah 

       Secara bahasa waka>lah berarti perlindungan (hifzh), pencukupan 

(kifa<yah), atau tanggungan (dhama<n), yang diartikan juga dengan 

memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut al-Husyani, secara bahasa 

waka>lah berarti penyerahan (tafwi<dh) atau penjagaan (hifzh).  

       Secara istilah, waka>lah berarti tindakan seseorang menyerahkan 

urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang 

lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang 

mewakilkan. 

       Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) mendefinisikan 

waka>lah31:  

“waka>lah yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan 

sesuatu.” 

       Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

waka>lah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama 

kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam 

hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau 

wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu 

telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan 

tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada 

pihak pertama atau pemberi kuasa.32 

 

                                                           
31

 Pasal 20 ayat (19), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
32

 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, 112. 
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2. Landasan HukumWaka>lah 

a. Al-Qur’an 

Firman Allah QS Al-Kahfi [15]: 19 

y7 Ï9≡x‹Ÿ2uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷W yèt/ (#θä9 u!$|¡tG uŠ Ï9 öΝ æη uΖ ÷� t/ 4 tΑ$s% ×≅ Í←!$s% öΝ åκ÷] ÏiΒ öΝŸ2 óΟ çFø[Î6s9 ( (#θä9$s% $uΖ ø[Î7 s9 $·Β öθtƒ 

÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θ öθtƒ 4 (#θä9$s% öΝä3š/ u‘ ÞΟ n= ôã r& $yϑ Î/ óΟ çFø[Î6s9 (#þθèW yèö/ $$sù Ν à2y‰ ymr& öΝ ä3Ï% Í‘ uθÎ/ ÿÍν É‹≈ yδ ’ n<Î) 

ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ö� ÝàΖuŠ ù= sù !$pκ š‰r& 4‘x. ø— r& $YΒ$yèsÛ Ν à6 Ï? ù'uŠ ù= sù 5−ø— Ì� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ô# ©Ün= tG uŠ ø9 uρ Ÿωuρ ¨βt� Ïèô±ç„ öΝ à6 Î/ 

# ´‰ymr& ∩⊇∪     

 

Artinya : “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka 
saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah 
seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu 
berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) 
sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): 
"Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu 
berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara 
kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang 
perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan 
yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan 
itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan 
janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 
seorangpun.” 33 

 
Ayat diatas menerangkan tentang para pemuda As}h}a>bul Kahf, 

dan terdapat istinbat hukum yang berhubungan dengan waka>lah 

(berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan kepada orang 

lain, sebagai ganti dirinya , urusan harta dan hak sesama hidupnya. 

 

 

                                                           
33

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya : edisi yang disempurnakan, jilid 5, 592. 
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Firman Allah QS Yusuf [12] : 93 

(#θç7 yδøŒ $#  ÅÂ‹ Ïϑ s)Î/ # x‹≈yδ çνθà)ø9 r'sù 4’ n?tã Ïµô_uρ ’ Î1r& ÏNù' tƒ #Z�� ÅÁt/ †ÎΤθè? ù&uρ öΝ à6 Î= ÷δ r'Î/ 

šÏèyϑ ô_r& ∩⊂∪     

 

Artinya : “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu 

letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat 

kembali;”34 

       Ayat diatas menerangkan tentang nabi Yusuf as. Yang bertemu 

saudara-saudaranya dan mendapatkan kabar bahwa ayahnya tidak 

bisa melihat, seketika itu nabi Yusuf as. Menyuruh saudara-

saudaranya kembali ke negeri asal mereka dan membawa baju gamis 

miliknya untuk disapukan ke wajah nabi Yakub, dengan demikian 

matanya akan melihat lagi seperti biasa. Yusuf juga meminta 

supaya semua keluarga yang berjumlah tujuh puluh oranag itu 

dibawa ke Mesir. Dan bagi orang yang bertakwa, sabar, dan suka 

bersedekah akan memperoleh keberuntungan. Serta kaum Muslimin 

dianjurkan membalas keburukan dengan kebaikan dan memaafkan 

kesalahan orang lain. 

 

 

 

                                                           
34

Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1983), juz 13-14 39.  
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Firman Allah QS al-Nisa [4]: 35 35 

÷βÎ) uρ óΟçFø� Åz s−$s) Ï© $uΚ Íκ È] ÷� t/ (#θèW yèö/$$sù $Vϑ s3ym ôÏiΒ Ï&Î# ÷δ r& $Vϑ s3ymuρ ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& βÎ) !# y‰ƒÌ�ãƒ 

$[s≈ n= ô¹ Î) È,Ïjùuθãƒ ª! $# !$yϑ åκ s] øŠt/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $̧ϑŠ Î= tã # Z��Î7 yz ∩⊂∈∪     

 

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari 
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.” 

 
       Maksud dari ayat diatas yaitu perdamaian itulah hendaknya 

yang menjadi kedua hakam. Yang mana keduanya mau benar-benar 

Ishlah yaitu perbaikan dan perdamaian, niscaya Allah akan 

memberikan taufik yakni akan dapat persetujuan faham diantara 

mereka berdua. Artinya sesuai keputusan mereka berdua dengan 

yang diridhai oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

dan Maha mengerti, hendaklah kedua Hakam itu berhati-hati benar 

menjalankan tugas dan jangan mengkhianati kepercayaan yang 

ditimpanya (dibebankan) orang kepada meraka. 

b. Hadist 

Riwayat Abu>  Burdah 

ثَـنَا أبَوُ أسَُامَةَ عَنْ بُـرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبىِ برُدَةَ عَنْ أَبىِ  دُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّ ثَـنَا محَُمَّ حَدَّ

 –نُ الأَمِينُ الَّذِى يُـنْفِقُ قاَلَ  " الخْاَزِ  –صلى الله عليه وسلم  –عَنِ النَّبىَِّ  –رضى الله عنه  –مُسَى 

                                                           
35

 Ibid, juz V-VI, 68-75 
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اَ قاَلَ الَّذِى يُـعْطِى  مَا أمُِرَ بهِِ كَامِلاًمُوَفَّـراً، طيََّبٌ نَـفْسُهُ، إِلىَ الَّذِى أمُِرَبهِِ، أَحَدُ  –وَرُبمَّ

"  الْمُتَصَدَّ قَـينِْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 
‘Alaa’ telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari 
Buraid bin ‘Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa 
dari  Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda : 
“Seorang melaksanakan tugasnya (dengan baik)” – Dan 
adakalanya Beliau bersaba - : “Yaitu yang dia 
melaksanakan apa yang diperintakan kepadanya dengan 
sempurna dan jujur serta memiliki jiwa lapang dada, yang 
dia mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang 
berhak sebagaimana diperintakan adalah termasuk salah 
satu dari Al- Mutashaddiqin”.” 36 

 
 

Riwayat Abu Dawud 

ثَـنَا ثَـنَا أبِْـراَهِيمَ  بْنِ  سَعْدِ  بْنُ  اللهِ  عُبـَيْدُ  حَدَّ ثَـنَا عَمَّي حَدَّ  أَبيِ  عَنْ  أِسْحَقَ  ابْنِ  عَنْ  أَبيِ  حَدَّ
عَهُ يحَُدَّثُ قاَلَ أرََدْتُ الخْرُُوجَ إلى  نُـعَيْمٍ وَ هْب بْنِ كَيْسَانَ عَن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ أنََّهُ سمَِ

بـَرَفأَتََـيْتُ رَسُولَ اللهِ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُـلْتُ لَهُ إِنيَّ أرََدْتُ خَيـْ
بـَرَ فَـقَالَ إِذَا أتََـيْتَ وكَِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خمَْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فإَِنْ ابْـتـَغَى مِنْكَ  الخْرُُوجَ إِلىَ خَيـْ

 ايَةًَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَـرْقُـوَتهِِ 
 

Artinya : Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Sa’dan  
bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku 
telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Ibnu Ishaq 
dari Abu Nu’aim Whb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah 
bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, “ Aku 
ingin pergi ke khaidar, lalu aku datang menemui Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian 
berkata, “Sesunggguhnya aku ingin pergi ke Khaidar.”  
Kemudian beliau bersabda : “Apabila engkau datang 
kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, 
dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan 
tanganmu pada tulang bahunya !”  

                                                           
36 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukha>ri> , Shohi>h al-Bukha>ri>, (al-Maktabah al-
Sya>milah al-Is}da>r al-S\a>ni> :Digital Library,2005), VIII/3, hadist nomor 2319. 
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c. Ijma 

       Para ulama sepakat bahwa akad waka>lah dibolehkan dalam Islam. 

Menurut Ibn Qudamah, akad waka>lah itu boleh dilakukan, baik dengan 

imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi Muhammad Saw. 

pernah mewakilkan kepada Unays untuk melaksanakan hukuman, 

kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk 

melakukan qabul nikah ,(semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi 

pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah 

(zakat) dan beliau memberikan kepada mereka.37 

 

3. Rukun-Rukun waka>lah 

a. Pemberi Kuasa (muwakkil) 

Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat 

bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai 

pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. 

b. Penerima Kuasa (waki<l) 

Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang 

mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat 

membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Terdapat perbedaan 

pendapat yang terkait sah dan tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang 

dapat membedakan. Madhab Hanafi membolehkan bila yang  menjadi 

                                                           
37

 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, 115. 
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wakil itu adalah anak yang sudah baligh, dan menyangkut masalah-

masalah yang ia pahami. 

c. Objek atau pekerjaan yang diwakilkan (tawki<l) 

Syarat utama yang diwakilkan adalah pertama suatu hal yang bukan 

tindakan yang tidak baik dan kedua harus diketahui persis oleh orang 

yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh 

kepadanya. 

d. Ijab dan Qabul (S{i>ghat) 

S{i>ghat itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda 

kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakili 

menerimanya.38 

4. Syarat waka>lah 

a. Syarat-syarat pemberi kuasa atau yang mewakilkan 

1) Pemilik dari hal yang akan diwakilkan 

2) Baligh 

3) Mumayyiz 

4) Tidak ditaruh dibawah pengampuan 

b. Syarat-syarat penerima kuasa atau yang mewakili 

1) Baligh 

2) Tidak gila 

3) Tidak ditaruh dibawah pengampuan 

c. Syarat-syarat objek atau pekerjaan yang diwakilkan 

                                                           
38

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) 235. 
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1) Sewa menyewa 

2) Jual beli 

3) Membayar utang 

4) Berperkara didepan pengadilan dan lain sebagainya39 

5. Jenis-jenis waka>lah 

a. Al- Wakalah al- Mutlaqah 

Yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala 

urusan. 

b. Al- Wakalah al- Muqayyadah 

Yaitu penunjuk wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan 

tertentu. 

c. Al- Wakalah al- Ammah 

Yaitu perwakilan yang lebih luas dari Al-Wakalah al-Muqayyadah 

tetapi lebih sederhana daripada al- Mutlaqah.40 

6. Berakhirnya akad waka>lah 

Hal-hal yang dapat menyebabkan akad waka>lah menjadi berakhir antara  

lain : 

a) Matinya salah satu seorang dari yang berakad. 

Hal tersebut dikarenakan di antara syarat-syarat waka>lah adalah pelaku 

harus hidup. 

b) Gila 

c) Diberhentikan dari pekerjaan. 

                                                           
39

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: al-Ma’arif, 2009),  60. 
40

 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2002), 31-32. 
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Pemecatan muwakkil dari waki<l walaupun ia (waki<l) tidak 

mengetahuinya. Dengan demikian, tasarruf waki<l sebelum tahu tentang 

pemecatan dirinya hukumnya sama dengan tasarruf-nya sebelum 

dipecat, yakni sah hukumnya. 

d) Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia 

belum tahu.41 

 

C. Fatwa DSN tentang Murābaḥah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

(selanjutnya disebut DSN MUI), yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2000 

tentang Akad Mura>bah}ah untuk dijadikan pedoman oleh Bank Syariah atau 

Lembaga Keuangan Syariah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang 

lebih sebagai laba.42 

Pertama : Ketentuan Umum dalam Mura>bah}ah : 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas riba. 

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

                                                           
41

 Ahmad Wardi Mulich, Fikih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 420-421. 
42

 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2011), 256. 
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5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 

harga jual senilai haga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nassabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, 

secara prinsip, menjadi milik bank. 

Kedua : Ketentuan Mura>bah}ah kepada Nasabah : 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau 

aset kepada bank. 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu 

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. 

Karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak 

harus membuat kontrak jual beli. 
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4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang 

muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut. 

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun  sebagai alternatif dari uang muka, 

maka : 

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga. 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; 

dan jika muka tidka mencakupi nasabah wajib melunasi kekurangnnya. 

 

Ketiga  : Jaminan dalam Mura>bah}ah : 

1. Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

Keempat : Utang dalam Mura>bah}ah : 

1. Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi mura>bah}ah tidak 

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 
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ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut 

dengan keuntungan atau kerugaian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan utangnya kepada bank. 

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia 

tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 

menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan. 

Kelima : Penundaan pembayaran dalam Mura>bah}ah : 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian 

utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah 

satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Keenam : Bangkrut dalam Mura>bah}ah : 

       Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank 

harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau 

berdasarkan kesepakatan. 
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       Jadi intinya, pada prinsipnya mura>bah}ah itu jual beli, ketika ada permintaan 

dari nasabah, baik terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, 

lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan 

margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut istilah 

wakalah berarti tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain 

pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain itu mengerjakan urusan 

tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. 
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BAB III 

PRAKTIK TOPENGAN DI PT. BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG 

GRESIK 

 

A.  Profil BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik 

1. Sejarah berdirinya BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik 

 PT. BPRS Lantabur Tebuireng adalah sebuah lembaga keuangan atau 

perbankan pertama diwilayah Jombang yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah, diawali dengan keinginan untuk dapat menjalankan perekonomian 

secara Islam dan berusaha meningkatkan perekonomian umat di wilayah 

Jombang maka dengan diprakasari oleh pimpinan PP. Madrasatul Qur’an 

Tebuireng, Jombang dan masyarakat yang peduli terhadap perekonomian 

umat, maka dibentuklah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Lantabur 

(untuk selanjutnya disebut perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No.03 

tanggal 2 Agustus 2005 oleh notaris Ny. Choiriyah, SH notaris di Pasuruan 

dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia sesuai surat keputusan No. C-27026.HT.01.01.TH.2005 tanggal 30 

september 2005. Perusahaan yang berlokasi di Jl. Achmad Yani Ruko Citra 

Niaga Blok E-11 Jombang. 

       Pada tahun 2012 terdapat perubahan anggaran dasar sesuai dengan akta 

No. 101 tanggal 28 maret 2012 dibuat notaris Eka Listianawati, SH notaris 

di Jombang tentang pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah Lantabur yang berisi merubah pasal 1 ayat 1 

 

47 
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anggaran dasar Perseroan yang bernama Perseroan Terbatas ”PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Sya’riah Lantabur” menjadi “PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Sya’riah Lantabur Tebuireng” dan telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 

AHU-16377.AH.01.02. Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh 

Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan salinan Keputusan Kepala Regional 3 

Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-

29/KR.3/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Penetapan Penggunaan izin 

Usaha Atas Nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Sya’riah Lantabur menjadi 

izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Sya’riah Lantabur 

Tebuireng. 

PT. BPRS Lantabur Tebuireng dikelola secara profesional dan amanah 

karena pengelola mendapatkan pembekalan dan keilmuan yang cukup 

dengan aktif dalam mengkuti pelatihan yang diadakan Bank Indonesia dan 

Lembaga Keuangan yang lainnya. Disamping itu juga sebagian besar 

karyawan dan pengelola PT. BPRS Lantabur Tebuireng adalah alumni PP. 

Madrasatul Qur’an Tebuireng.1 

Hingga saat ini, PT. BPRS Lantabur Tebuireng tetap beroperasi 

dengan dibantu 2 kantor cabang yaitu di Jl. Sindujoyo No. 50 Gresik (di 

cabang Gresik ini beroperasi pada bulan Maret tahun 2013), dan di Jl. 

                                                           
1
 File dokumentasi dari pak Zubaid sebagai Kepala Cabang di Kantor Cabang Gresik PT. BPRS 

Lantabur Tebuireng. Pada hari Sabtu 24 Maret 2018. 
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Residen Pamuji No. 41 Balongsari  Mojokerta serta adanya 3 Kantor Kas 

yaitu di Jl. Irian Jaya No. 47a Tebuireng Cukir Diwek Jombang, Kantor Kas 

Jl. Pemuda No. 8. Ds. Seduri Kec. Mojosari Mojokerto, dan Kantor Kas Jl. 

Sumobito Gambiran Utara (Timur Pasar Baru). Mojoagung Jombang.2 

2. Visi dan Misi PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik 

Visi  :  Mengemban Amanah Ekonomi Islam 

Misi  : Bermitra dan bergabung dengan masyarakat luas sebagai upaya 

pengembangan usaha kecil dan menengah dalam langkah menggali potensi 

daerah khususnya pada lembaga pendidikan islam. 

3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Gambar Struktur Organisasi3 

                                                           
2
 Hasil wawancara dengan Pak Sun’an sebagai Funding Officer di Kantor Cabang Gersik PT. 

BPRS Lantabur Tebuireng pada hari Sabtu, 24 Maret 2018 
3
 File dokumentasi dari pak Zubaid, Pada hari Sabtu 24 Maret 2018 
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Moh. zubaidi 

MARKETING 

FUNDING OFFICER 
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4. Jenis Produk-Produk  dan Jasa  

a. Pendanaan atau funding 

Dalam pendanaan atau funding terdapat sistem bagi hasil (mud}a>rabah) 

dan titipan (wadi>’ah), meliputi :4 

1) Tabungan mud}a>rabah 

a) Syarat-syarat  

1.1 Akad mud}a>rabah Mut}laqah : 

       Pertama, Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana 

nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syari’ah. 

        Kedua, Pembagian keuntungan dinyatakan dalam 

bentuk nisbah yang disepakati. 

1.2 Akad mud}a>rabah muqayyadah : 

        Pertama, Nasabah (pemilik dana) memberikan syarat-

syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain 

mengenai tempat, cara, atau obyek investasi yang 

dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. 

        Kedua, Nasabah (pemilik dana) menanggung risiko 

kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau 

underlying asset mengalami penurunan kualitas atau 

kerugian. 

                                                           
4
 Dokumentasi brosure pendanaan atau funding diambil pada Sabtu 24 Maret 2018 
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       Ketiga, Pembagian keuntungan dinyatakan dalam 

bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang 

diperoleh dari underlying asset atau obyek investasi yang 

dibiayai.5 

 Setor awal dalam Tabungan mud}a>rabah yaitu minimal Rp. 10.000 

Dan setoran selanjutnya maximal sebesar Rp. 10 juta.6 

2) Tabungan Haji dan Umrah 

       Pada tabungan haji dan umrah ini menggunakan akad wadi>’ah 

yad al- d}ama>nah. Tabungan wadi>’ah yad al- d}ama>nah adalah 

tabungan yang dijamin dimana tabungan yang selama belum 

dikembalikan kepada penabung dapat dimanfaatkan oleh Lembaga 

Keuangan Syariah. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut 

diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak Lembaga 

keuangan Syariah. Tabungan haji dan umrah ini hanya bisa diambil 

pada waktu pelaksanaannya saja. Setor awal dalam Tabungan haji 

dan umrah yaitu minimal Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya 

maximal sebesar Rp 10 juta 

3) Tabungan Pelajar 

       Dalam tabungan pelajar ini para orang tua bisa menabung untuk 

kepentingan sekolah anaknya. Setor awal dalam Tabungan pelajar 

yaitu minimal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya tergantung 

nasabah dalam menabung. 

                                                           
5
 File dokumentasi dari pak Zubaid Pada hari Sabtu 24 Maret 2018. 

6
 Wawancara dengan Umu Nadhiro sebagai Customer Service pada hari sabtu 24 Maret 2018 
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4) Tabungan Qurban dan Aqiqoh 

       Tabungan yang diperuntukkan untuk keperluan pembelian 

hewan qurban dan hewan untuk aqiqoh. Simpanan ini menggunakan 

prinsip mud}a>rabah muthlaqah sehingga akan mendapatkan bagi 

hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (nasabah) : 80% 

(BPRS). Dalam tabungan qurban dan aqiqoh hanya bisa diambil 

pada waktu pelaksanaannya. Setor awal dalam Tabungan Qurban 

dan Aqiqoh yaitu minimal Rp. 50.000 dan setoran selanjutnya 

maximal sebesar Rp 10 juta 

5) Deposito iB  mud}a>rabah 

       Yaitu Investasi dana nasabah pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara 

nasabah penyimpan dan bank dengan menggunakan akad mud}a>rabah 

Mut}laqah dan mud}a>rabah muqayyadah. Dan bisa ditarik 

berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Setor awal dalam Deposito iB  

mud}a>rabah yaitu minimal sebesar Rp. 1 juta. 

Nisbah bagihasil dalam Deposito iB  mud}a>rabah  : 

a).  1 bulan 

nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 1 bulan perbandingannya 

nasabah 40% dan bank 60 % 

b).  3 bulan 
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nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 3 bulan perbandingannya 

nasabah 45% dan bank 55 % 

c).  6 bulan 

nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 6 bulan perbandingannya 

nasabah 48% dan bank 52 % 

d).  12 bulan 

nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 12 bulan 

perbandingannya nasabah 55% dan bank 45 %7 

       Syarat dan ketentuan dalam pembukaan simpanan di BPRS 

Lantabur Tebuireng cabang Gresik : 

1) Fotocopy KTP 1 lembar 

2) Mengisi formulir dan tandatangan yang bersangkutan 

b. Pembiayaan atau Financing 

       Perjanjian antara pihak bank dengan nasabah sesuai dengan prinsip 

atau sistem bagi hasil (mud}a>rabah atau musha>rakah), jual beli 

(mura>bah}ah) dan Multijasa berdasarkan syarat-syarat yang disepakati, 

meliputi : 

1) Pembiayaan mud}a>rabah 

                                                           
7
 Wawancara Umu Nadhiro sebagai service center pada hari sabtu 24 Maret 2018 
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       Yaitu, Penyediaan atau tagihan untuk kerja sama usaha antara 

dua pihak dimana pemilik dana (s}a>hib al-ma>l) menyediakan seluruh 

dana, sedangkan pengelolah dana (mudharib) bertindak selaku 

pengelolah, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai 

kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh 

pemilik dana dengan menggunakan akad mud}a>rabah Mut}laqah, 

mud}a>rabah muqayyadah dan mud}a>rabah musyarakah. Manfaat 

pembiayaan ini bagi bank yaitu Sebagai salah satu bentuk 

penyaluran dana dan Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi 

hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan 

bagi nasabah yaitu Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui 

sistem kemitraan dengan Bank. 

2) Pembiayaan musha>rakah 

       Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha tertentu 

yang masing masing pihak memberikan porsi dana dengan 

ketentuan bahwa  keuntungan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi 

dana masing masing dengan menggunakan akad musha>rakah. 

Manfaat pembiayaan ini bagi bank yaitu Sebagai salah satu bentuk 

penyaluran dana dan Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi 

hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan 

bagi nasabah yaitu Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui 

sistem kemitraan dengan Bank.  
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3) Pembiayaan mura>bah}ah  

       Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah 

margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara  bank 

dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang 

atau kewajibanya dengan menggunakan akad mura>bah}ah. Manfaat 

pembiayaan ini bagi bank yaitu Sebagai salah satu bentuk 

penyaluran dana dan Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. 

Sedangkan bagi nasabah yaitu Merupakan salah satu Alternatif 

untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank 

dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang 

tidak akan berubah selama masa perjanjian.  

4) Multijasa 

       Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa 

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa(ujrah) dengan 

menggunakan akad ijrah atau kafalah. Manfaat pembiayaan ini bagi 

bank yaitu Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan 

Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan atau ujrah atau fee. 

Sedangkan manfaat bagi nasabah yaitu memperoleh manfaat atas 

jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan, wisata atau jasa. 

 

 

Syarat dan ketentuan nasabah dalam pengajuan pembiayaan : 

1) Fotocopy KTP suami istri  2 lembar 

2) Fotocopy KSK    2 lembar 
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3) Fotocopy Surat Nikah   2 lembar 

4) Fotocopy Jaminan   2 lembar 

5) Keterangan usaha (bila diperlukan)  1 lembar 

 

Keperluan nasabah yang bisa diajukan pembiayaan : 

1) Pembelian tanah, rumah, kendaraan, peralatan dan lainnya 

2) Usaha perdagangan, pertanian, perternakan dan lainnya 

3) Biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya.8 

 

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan mura>bah}ah 

       Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses 

pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada 

investasi halal dan baik. Proses yang demikian hanya kan tercapai jika sumber 

daya manusia atau petugas bank yang mengelola pembiayaan menjaga amnah 

yang diberikan oleh perusahaan untuk bekerja sesuai ketentuan. Hal itu sejalan 

dengan firman Allah Swt. dalam QS al-Anfaal [9]: 27 : 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θçΡθèƒrB ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ (#þθçΡθèƒrB uρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝçFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∠∪     

Artinya : “Wahai oang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”9 

 
       Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah menyeru kaum Muslimin agar 

mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan 

                                                           
8
 Brosure Pembiayaan, diambil pada hari sabtu 24 Maret 2018 

9
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan,jilid 3, 601.  
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kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-

larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Tidak 

mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu 

mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti 

urusan pemerintah, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan 

tata tertib hidup masyarakat. 

Maka prosedur pembiayaan mura>bah}ah sebagai berikut : 

1. Permohonan pembiayaan 

       Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. 

Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari 

nasabah kepada pihak bank. Namun implementasinya, permohonan nasabah 

dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu kepada pihak service center 

dan membawa persyaratan pembiayaan, untuk kemudian ditindaklanjuti 

dengan permohonan tertulis jika menurut pihak bank usaha tersebut layak 

dibiayai. Pihak service center memberikan berkas nasabah ke bagian 

marketing untuk ditindaklanjuti. 

2. Pengumpulan Data dan Investigasi 

       Data yang diperlukan oleh pihak bank didasari pada kebutuhan dan 

tujuan pembiayaan. Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu 

dipastikan akurasinya karena proses pembiayaan yang baik dibangun 

dengan data dan informasi akurat. Data informasi pembiayaan nasabah bisa 

dilihat di Bank Indonesia (BI). Data dan informasi yang akurat ini sangat 

diperlukan dalam mengambil keputusan pembiayaan yang tepat. Untuk itu, 
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seluruh data dan informasi yang dikumpulkan perlu melewati tahap 

verifikasi. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan 

kesesuaian dengan fakta.10 Untuk pembiayaan, data yang diperlukan antara 

lain : 

a. Pegawai (Karyawan Swasta/PNS):  

1) Kartu Identitas calon nasabah dan istri (KTP atau passport )  

2) Kartu Keluarga, Surat Nikah  

3) Slip gaji terakhir  

4) Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK penganggkatan 

untuk PNS  

5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir  

6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik  

7) Data objek pembiayaan  

8) Data jaminan  

b. Pengusaha Perorangan:  

1) Kartu Identitas calon nasabah dan istri (KTP atau passport )  

2) Kartu Keluarga, Surat Nikah  

3) Surat Ijin Usaha Perdagangan  

4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  

5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir  

6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik  

7) Data objek pembiayaan  

                                                           
10

 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan : Bank Syariah (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2015), edisi 1, 109. 
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8) Data jaminan 

c. Profesional (dokter, pengacara, dll):  

1) Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau passport )  

2) Kartu Keluarga, Surat Nikah  

3) Surat Ijin Profesi  

4) Surat Ijin Praktek   

5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir  

6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik  

7) Data objek pembiayaan  

8) Data jaminan 

3. Analisis Pembiayaan  

       Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai 

kebijakan bank. Analisis pembiayaan dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas 

usahanya. Namun kebanyakan bank menggunakan metode analisa 5C yaitu: 

Character, Colleteral, Capital, Capacity , Condition. Jika calon nasabah 

memenuhi persyaratan 5C maka nasabah lanjut ketahap selanjutnya.  

4. Persetujuan Pembiayaan  

       Persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau 

tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Yang terlibat dalam komite 

pembiayaan adalah offier bank dan senior officer yang bertugas dalam 

memutuskan apakah pengajuan pembiayaan ditolak atau ditunda ataupun 

disetujui. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Pengumpulan Data  

       Selanjutnya, pengumpulan data digunakan untuk memenuhi 

persyaratan tambahan yang diperoleh dari komite pembiayaan. Penentuan 

persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama 

tindak lanjut pencairan dana 

6. Pengikatan  

       Tahap selanjutnya adalah pengikatan yaitu pengikatan pembiayaan 

maupun jaminan. Dalam pengikatan dibedakan menjadi dua macam yakni: 

pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang 

dilakukan antara bank dan nasabah. Sedangkan pengikatan notariel adalah 

proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaries. 

       Perjanjian atau pengikatan pembiayaan mengatur hak dan kewajiban 

para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan, antara lain : 

a.  Domisili hukum 

b.  Kondisi pembiayaan yang telah disetujui (jumlah, nisbah atau margin, 

persyaratan dan lainnya) telah dicantumkan dalam perjaanjian 

pembiayaan 

c.  Telah dipastikan bahwa perjanjian pembiayaan mengikat dan 

berkekuatan tetap 

d.  Pembiayaan ditandatangani nasabah pembiayaan atau yang berwenang 

dari perusahaan nasabah.11 

                                                           
11

 Ibid, 126 
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7. Pencairan  

       Tahapan pencairan pembiayaan yaitu tahapan saat fasilitas 

pembiayaan diserhakn kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana 

pembiayaan. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan 

pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai 

proposal pembiayaan. 

8. Monitoring  

       Tahap setelah pencairan adalah memonitoring nasabah dengan 

memantau perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi tidak tercapainya 

target maka bank melakukan tindakan penyelematan yaitu turun 

kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang 

dialami nasabah. 

       Aktivitas Monitoring atau pemantauan pembiayaan kepada nasabah 

dapat dilakukan dengan beberapa cara : 

a.  Pemantauan pembiayaan secara on Desk, yaitu pemantauan pembiayaan  

yang dilakukan melalui : 

1) Verifikasi dokumen pembiayaan nasabah 

2) Penelitian dan verifikasi atas kekurangan-kekurangan yang 

ditemukan 

3) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban 

keuangan 

b. Pemantauan pembiayaan secara on Site, yaitu pemantauan pembiayaan 

yang dilakukan melalui : 
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1) Kunjungan lokasi fisik 

2) Trade Cheking (bertujuan untuk melihat kondisi usaha nasabah 

pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari 

supplier, distributor, atau mitra bisnis lainnya 

3) Credit Cheking (bertujuan untuk memanfaatkan informasi yang 

berkaitan dengan kelancaran utang piutang, baik untuk fasilitas yang 

diberikan oleh bank maupun bank lain) 

c. Antisipasi dini  

Bertujuan untuk memberikan early warning signal atas gejala-gejala 

yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah pembiayaan. 

d. Annual Review pembiayaan  

Yang bertujuan untuk me-review pembiayaan tahunan sebelum jatuh 

tempo pembiayaan. 

 

C. Latar Belakang Praktik Topengan Yang Dilakukan Nasabah 

       Non-nasabah membutuhkan uang untuk membeli suatu barang kemudian 

meminjam uang ke nasabah, tapi nasabah tidak punya uang untuk 

meminjamkannya kemudian nasabah melakukan pembiayaan di BPRS Lantabur 

Tebuireng cabang Gresik dan pengajuan persyaratannya fotocopy KTP ,omset 

(pemasukan) per bulan/ slip gaji dan data jaminan (berkas jaminan milik pihak 

non-nasabah) , setelah persetujuannya di terima oleh pihak BPRS maka tahap 

selanjutnya adalah pihak marketing melakukan pengumpulan data dan survei 

atau investigasi ke tempat nasabah. Sesuai dengan survei di lapangan jika 
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nasabah dikategorikan mampu untuk melakukan pembiayaan maka pengajuannya 

diterima oleh BPRS. Setelah survei ke tempat nasabah pihak marketing 

menganalisa pembiayaan nasabah tersebut dan setelah di analisa, marketing 

minta di setujui pembiayaan tersebut oleh pimpinan. Kemudian pihak BPRS dan 

nasabah melakukan akad mura>bah}ah bi al-waka>lah dan pencairan pembiayaan 

serta tandatangan dikertas kontrak atau akad. Setelah nasabah mendapat 

pencairan pembiayaan Rp. 3.000.000 (salah satu pembiayaan nasabah yang 

melakukan topengan) kemudian uang tersebut diberikan kepada non-nasabah, 

setelah non-nasabah membeli barang yang diinginkan (mesin cuci ataupun modal 

kerja) maka kwitansi barang tersebut diberikan ke nasabah untuk diserahkan ke 

pihak BPRS. 

       Setiap bulan (jangka waktu 12 bulan) nasabah membayar secara kredit Rp. 

295.000 ke pihak BPRS tetapi pada saat nasabah tidak bisa membayar tepat 

waktu atau pembayaran macet maka pihak bank memberikan surat peringatan ke 

nasabah agar segera membayar hutangnya. Disaat nasabah mulai bosan dengan 

beberapa surat peringatan dari BPRS, pada saat itu nasabah mengaku jika selama 

ini uang pembiayaannya digunakan oleh non-nasabah dan nasabah tersebut hanya 

menyampaikan uang pemberian dari non-nasabah itu kepada bank. Setelah 

ketahuan siapa yang memakai dana pembiayaan, ada sebagian nasabah yang 

mengganti nama pemakai dana pembiayaan menjadi non-nasabah tetapi sisanya 

tetap menggunakan nama nasabah. 
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       Praktik topengan ini dilakukan nasabah sejak tahun 2014 dan peneliti 

menyertakan pembiayaan yang dilakukan beberapa nasabah dalam praktik 

topengan di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik : 

       Pertama, bapak Imam Sungkono seorang yang beralamat di Gowok RT 02 

RW 01 Sidobinangun Lamongan dan pengajuan pembiayaannya mura>bah}ah.12 

Yang menjadi topeng dari bapak Andre Rahman, hubungan mereka adalah 

tetangga dan yang melatarbelakangi bapak Imam Sungkono dalam praktik 

topengan ini yaitu dapat imbalan dari bapak Andre Rahman , dengan rincian 

pembiayaan : 

1. Jumlah pinjaman  :  Rp 15.000.000 

2. Jangka waktu  :  60 bulan 

3. Jaminan   :  BPKB motor 

4. Biaya administrasi :  Jumlah pinjaman x 1,25 % (Rp. 187.000) 

5. Cicilan tiap bulan : Rp. 475.000 

6. Cara pembayaran  : Angsuran 

7. Jenis pembiayaan  : mura>bah}ah 

       Kedua, bapak Umar yang beralamat di Jl. Akim Kayat RT 02 RW 02 

Sukorame Gresik dan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah13. Yang menjadi topeng 

dari bapak Sukamto, hubungan mereka adalah pembantu dan majikan. Yang 

melatarbelakangi bapak Umar dalam praktik topengan ini yaitu karena bapak 

Sukamto masih punya pembiayaan di BPRS, dengan rincian pembiayaan : 
                                                           
12

 Imam Sungkono, Wawancara di Lamongan pada tanggal 2 April 2018 
13

 Umar, Wawancara di Gresik pada tanggal 2 April 2018  
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1. Jumlah pinjaman  :  Rp 5.200.000 

2. Jangka waktu  :  24 bulan 

3. Jaminan   :  BPKB motor 

4. Biaya administrasi :  Jumlah pinjaman x 1,25 % (Rp. 65.000) 

5. Cicilan tiap bulan : Rp. 295.000 

6. Cara pembayaran  : Angsuran 

7. Jenis pembiayaan  : mura>bah}ah 

       Ketiga, bapak Farid yang beralamat di KH. Abdul Karim Gg Telaga nomer 

40 RT 01 RW 03 Gresik dan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah14. Yang menjadi 

topeng dari bapak Febi Indrawan, hubungan mereka adalah orang tua dan anak 

yang melatarbelakangi bapak Farid dalam praktik topengan ini yaitu menolong 

anaknya untuk membayar hutang anaknya, dengan rincian pembiayaan : 

1. Jumlah pinjaman  :  Rp 6.000.000 

2. Jangka waktu  :  24 bulan 

3. Jaminan   :  BPKB motor 

4. Biaya administrasi :  Jumlah pinjaman x 1,25 % (Rp. 75.000) 

5. Cicilan tiap bulan : Rp. 340.000 

6. Cara pembayaran  : Angsuran 

7. Jenis pembiayaan  : mura>bah}ah 

       Keempat, bapak Sutrisno yang beralamat di Sindujoyo 10B nomor 30 RT 05 

RW 01 lumpur dan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah15. Yang menjadi topeng 

                                                           
14

 Farid, wawancara Gresik pada tanggal 2 April 2018 
15

 Sutrisno, wawancara di Gresik pada tanggal 25 Maret 2018 
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dari bapak Kromin, hubungan mereka adalah teman. Yang melatarbelakangi 

bapak Sutrisno dalam praktik topengan ini yaitu ingin membantu sesama 

teman,dengan rincian pembiayaan : 

1. Jumlah pinjaman  :  Rp 3.000.000 

2. Jangka waktu  :  12 bulan 

3. Jaminan   :  BPKB motor 

4. Biaya administrasi :  Jumlah pinjaman x 1,25 % (Rp. 37.000) 

5. Cicilan tiap bulan  : Rp. 295.000 

6. Cara pembayaran  : Angsuran 

7. Jenis pembiayaan  : mura>bah}ah 

       Kelima, bapak Agus Sukarman yang beralamat di jl. Ikan Pelanak 2 dalam no 

20 RT 03 RW 02 dan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah16. Yang menjadi topeng 

dari Ibu Intan Lestari, hubungan mereka adalah teman kerja yang 

melatarbelakangi bapak Agus Sukarman dalam praktik topengan ini karena ingin 

membantu ibu Intan Lestari yang sudah memakai uang lembaga ,dengan rincian 

pembiayaan : 

1. Jumlah pinjaman  :  Rp 7.000.000 

2. Jangka waktu  :  36 bulan 

3. Jaminan   :  SK Lembaga 

4. Biaya administrasi :  Jumlah pinjaman x 1,25 % (Rp. 87.000) 

5. Cicilan tiap bulan :  Rp. 288.000 

                                                           
16

 Agus Sukarman, wawancara di Gresik pada tanggal 25 Maret 2018 
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6. Cara pembayaran  : Angsuran 

7. Jenis pembiayaan  : mura>bah}ah 

       Keenam, bapak Yusuf Efendi yang beralamat di jl. Sindujoyo 10B  nomor 01 

RT 5 RW 03 Lumpur dan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah17. Yang menjadi 

topeng dari bapak Deni Prayit, hubungan mereka adalah teman yang 

melatarbelakangi bapak Yusuf Efendi dalam praktik topengan ini yaitu 

membantu dalam modal usaha,dengan rincian pembiayaan : 

1. Jumlah pinjaman  :  Rp 3.000.000 

2. Jangka waktu  :  12 bulan 

3. Jaminan   :  BPKB motor 

4. Biaya administrasi :  Jumlah pinjaman x 1,25 % (Rp. 37.000) 

5. Cicilan tiap bulan :  Rp. 295.000 

6. Cara pembayaran  : Angsuran 

7. Jenis pembiayaan  : mura>bah}ah 

       Ketujuh, bapak Putra Anggara yang beralamat di jl. Sindujoyo 10A nomor 

12 RT 04 RW 02 Lumpur dan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah18. Yang 

menjadi topeng dari bapak Marwoto, hubungan mereka adalah adik kakak yang 

melatarbelakangi bapak Putra Anggara dalam praktik topengan ini yaitu balas 

budi ,dengan rincian pembiayaan : 

1. Jumlah pinjaman  :  Rp 6.000.000 

2. Jangka waktu  :  24 bulan 

3. Jaminan   :  BPKB motor 

                                                           
17

 Yusuf Efendi, wawancara di Gresik pada tanggal 25 Maret 2018 
18

 Putra Anggara, wawancara di Gresik pada tanggal 2 April 2018 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Biaya administrasi :  Jumlah pinjaman x 1,25 % (Rp. 75.000) 

5. Cicilan tiap bulan :  Rp. 337.000 

6. Cara pembayaran  : Angsuran 

7. Jenis pembiayaan  : mura>bah}ah 

       Kedelapan, bapak Sueb yang beralamat di jl. Sunan Prapen RT 10 RW 01 

Klangonan Kebomas dan pengajuan pembiayaan mura>bah}ah19. Yang menjadi 

topeng dari bapak Suprayitno, hubungan mereka adalah mitra kerja yang 

melatarbelakangi bapak Sueb dalam praktik topengan ini yaitu karena bapak 

Sueb mendapat imbalan dari bapak Suprayitno. Dengan rincian pembiayaan : 

 

1. Jumlah pinjaman  :  Rp 80.000.000 

2. Jangka waktu  :  36 bulan 

3. Jaminan   :  Sertifikat Rumah 

4. Biaya administrasi :  Jumlah pinjaman x 1,25 % (Rp. 1.000.000) 

5. Cicilan tiap bulan :  Rp. 3.300.000 

6. Cara pembayaran  : Angsuran 

7. Jenis pembiayaan  : mura>bah}ah 

       Jadi dalam tahapan mengajukan pembiayaan seorang anggota atau nasabah 

yang pertama yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan 

membawa persyaratan yang sudah dijelaskan diatas kemudian pihak marketing 

bank melakukan pengumpulan data dan investigasi (survey ke lapangan) 

kemudian menganalisa pembiayaan yang mana pada tahap ini jika nasabah atau 

                                                           
19

 Sueb, wawancara di Gresik pada tanggal 2 April 2018 
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anggota dinilai layak untuk diterima pembiayaannya maka prosesnya dilanjutkan 

tapi jika tidak maka berhenti pada tahap ini kemudian persetujuan pembiayaan 

kepada pimpinan kemudian tahap pengikatan yang mana pada tahap ini ada tahap 

pertama pengikatan penandatanganan akad antara nasabah dan yang kedua 

pengikatan penandatanganan antara nasabah dan notaris kemudian tahap terakhir 

yaitu pencairan dana pembiayaan. 
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BAB IV 

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Topengan Di PT. BPRS Lantabur 

Tebuireng Cabang Gresik 

 

A. Analisis Praktik Topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik 

       Mura>bah}ah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan ( margin ) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts , 

karena dalam mura>bah}ah ditentukan berapa keuntungan yang ingin 

diperolehnya (required rate of profit).1 

       Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan penulis dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Penulis dapat menganalisa praktik topengan 

yang terjadi di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik dengan teori yang 

sebagaimana terumuskan pada bab II tentang konsep mura>bah}ah dan 

waka>lah dalam hukum Islam. Akan tetapi pada praktiknya dalam bab III, 

dalam mura>bah}ah di BPRS Lantabur Tebuireng terdapat 3 pihak yaitu pihak 

BPRS, nasabah dan non-nasabah. 

Praktik topengan yang terjadi pada nasabah di BPRS Lantabur 

Tebuireng cabang Gresik dalam akad mura>bah}ah pada praktiknya sudah 

diterapkan. Ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual 

beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara 

                                                           
11

 Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syariah (Semarang: Wicaksana, 2002), 61. 
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nasabah dan pihak BPRS. Misalnya, dalam hal ini menggunakan sistem 

angsuran sesuai keinginan nasabah akan mengangsur dan disampaikan pada 

awal perjanjian serta adanya kesepakatan. Dan juga dalam penentuan margin 

keuntungan pada hal ini antara nasabah dan BPRS saling sepakat. 

Secara teori pihak-pihak dalam pembiayaan mura>bah}ah yang berlaku di 

Lembaga Keuangan syariah yaitu: 

1. Bank (Ba’i) 

2. Nasabah (Musytari) 

3. Supplier barang 

Sedangkan praktik topengan dalam BPRS Lantabur Tebuireng, pihak-

pihaknya yaitu : 

1. Bank (Ba’i) 

2. Nasabah (Musytari) 

3. Non-Nasabah 

       Dalam teori mura>bah}ah ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih 

dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjual kepada 

nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah 

disepakati dengan nasabah. Tapi dalam implementasi di perbankan syariah bank 

mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.  
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Yang mana dalam kaidah fiqh 2 : 

 الْمَشَقَّةُ تجَْلِبُ التـَّيْسِيرَ 

Artinya : “ Masaqat (kesulitan) bisa menarik kemudahan” 

       Jadi,apabila suatu pekerjaan berujung pada suatu kesulitan maka 

diperbolehkan melakukan hal yang tak lazim seperti akad mura>bah}ah dengan 

waka>lah. 

       Begitu juga dalam BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik menggunakan 

mura>bah}ah bi al-waka>lah dan disini tidak berhenti di nasabah saja tapi juga di 

non-nasabah yang mana pada awal akad tidak disebutkan adanya pihak ketiga 

dalam akad tersebut dan ini diketahui saat terjadi kemacetan dalam pembiayaan, 

sekaligus dikarenakan pihak nasabah tidak mau jujur dalam pengajuan 

pembiayaan. Dalam praktik topengan di BPRS ini sudah terjadi sejak tahun 2014 

dan dengan akad pembiayaan mura>bah}ah bi al-waka>lah tidak mengandung unsur 

riba. 

Firman Allah SWT QS ar-Rum [21]: 39 

!$tΒ uρ Ο çF÷� s?#u ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷�z� Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿξsù (#θç/ö� tƒ y‰ΨÏã «! $# ( !$tΒ uρ Ο çF÷� s?#u ÏiΒ ;ο 4θx. y— 

šχρß‰ƒÌ� è? tµô_uρ «! $# y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθà� ÏèôÒßϑ ø9 $# ∩⊂∪    

 

                                                           
2
 Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah: Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi 

Islam Dan Perbankan Syariah (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 154. 
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Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. 
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya). 

 
       Riba adalah tambahan nilai yang berlipat ganda, pembiayaan mura>bah}ah bi 

al-waka>lah ini dikatakan tidak mengandung riba karena dalam jual beli apabila 

mengambil keuntungan sesuai kewajaran (tidak berlebihan) hukumnya boleh. 

Selain itu dalam pembiayaan mura>bah}ah bi al-waka>lah ini harga pokok dan 

keuntungan yang diperoleh BPRS sama-sama mengetahui dan adanya saling 

sepakat antara nasabah dan BPRS. 

       Praktik topengan di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik bermula dari 

non-nasabah yang membutuhkan uang untuk modal usaha, membeli mesin cuci 

dan kebutuhan lain. Yang mana non-nasabah tidak ada uang untuk mencukupi 

hal tersebut, kemudian non-nasabah meminjam uang ke nasabah dan pada saat 

itu nasabah tidak ada uang dalam meminjamkannya. Maka dari itu nasabah 

melakukan pengajuan pembiayaan ke BPRS Lantabur Tebuireng dengan 

persyaratan yang telah dijelaskan di bab III tapi disini nasabah memberikan 

jaminan milik non-nasabah dan itu tidak diketahui oleh pihak marketing. Pada 

saat survey pihak marketing BPRS melihat langsung ke rumah nasabah dan 

menganalisa. Jika hasil survey dan analisa pembiayaan tersebut dinyatakan layak 

oleh pihak BPRS maka antara nasabah dan BPRS melakukan penandatanganan 

akad dengan kesepakatan pembayaran angsuran. Pada pertengahan angsuran 

terdapat kredit macet dari  
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nasabah yang mana pihak BPRS memberikan surat teguran kepada nasabah dan 

pada saat nasabah merasa bosan terhadap teguran tersebut maka nasabah 

mengaku kalau yang menggunakan uang pembiayaan itu non-nasabah. 

       Suatu jaminan kredit harus sesuai dengan namanya, dalam jaminan umum 

adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan 

merupakan mandatory rule : Setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik 

debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Dasar hukumnya adalah 

pasal 1131 KUH Perdata. Dengan demikian, apabila seorang debitur dalam 

keadaan wanprestasi, maka lewat kewajiban jaminan umum ini kreditur dapat 

minta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur – kecuali 

jika atas harta tersebut ada hak-hak lain yang bersifat preferensial. 

       Selain jaminan umum, pihak kreditur cenderung meminta jaminan utang 

khusus dari pihak debitur, agar pembayaran utang menjadi aman. Jaminan utang 

khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat “kontraktual”, yakni yang 

terbit dari perjanjian tertentu (berarti tidak timbul dengan sendirinya). Ada yang 

khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu- contohnya gadai, hipotek, 

cessie asuransi, cessie tagihan, atau hak retensi; ataupun tidak ditujukan terhadap 

barang tertentu – seperti garansi pribadi, garansi perusahaan, atau akta 

pengakuan utang murni. 3 

       Dalam pengajuan pembiayaan ke bank, salah satu pengajuannya yaitu 

menyerahkan jaminan milik debitur (nasabah). Dalam teori diatas pihak yang 

terlibat yaitu pihak bank dan nasabah selaku pemilik jaminan. Sedangkan dalam 

                                                           
3
 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta : Erlangga, 2013), 8-9. 
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praktik topengen ini pihak yang terlibat yaitu pihak bank, nasabah dan non 

nasabah. Dan pengajuan jaminannya milik non nasabah yang diserahkan kepada 

BPRS. Maka dari itu berdasarkan teori tersebut, pada akhirnya praktik topengan 

ini tidak sesuai sehingga harus adanya penggantian akad baru (rescheduling)  

       Adapun mengenai rukun dan syarat di praktik topengan dalam akad 

mura>bah}ah yang terjadi di BPRS Lantabur Tebuireng, seperti : (i) pihak-pihak 

yang berakad, yang mana dalam hal ini yang berakad yaitu pihak BPRS selaku 

penjual (ba’i) dan nasabah selaku pembeli (mus}yta>ri). (ii) obyek/barang (ma’ku>d 

‘alaih) yang diakadkan, obyek yang merupakan hak milik penuh pihak yang 

berakad. Dalam hal ini nasabah mendapatkan dalam bentuk uang pembiayaan 

yang mana dalam praktiknya uang pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai 

pada akad untuk sebagian nasabah yang melakukan praktik topengan. (iii) harga 

(th>man), yang mana harga asal ditambah dengan keuntungan dan harga tidak 

boleh berubah selama masa perjanjian. Mengetahui harga merupakan syarat 

sahnya akad mura>bah}ah, dan mayoritas ahli fikih menekankan pentingnya syarat 

ini. Dalam hal ini pihak BPRS dan nasabah yang selaku pemohon harus 

mengetahui ketentuan harganya tapi dalam praktik topengan ini non-nasabah 

tidak mengetahui ketentuan harga yang ada di kertas perjanjian atau kontrak. (iv) 

ijab dan qabul (S{i>ghat), yang mana S{i>ghatnya tertuang dalam surat perjanjian. 

Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, dalam hal ini tidak sesuai yang mana 

dalam perjanjian yang memakai dana dan membeli adalah nasabah tapi dalam 

praktiknya tidak, begitupun data-datanya. 
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       Dari praktik topengan ini diketahui nasabah dalam obyek akad ada yang 

untuk modal kerja seperti bapak Yusuf Efendi yang menjadi topeng dari bapak 

Deni Prayit. Dalam mura>bah}ah yang tujuannya untuk jual beli tidak cocok jika 

menggunakan akad tersebut. Sedangkan untuk nasabah dalam obyek akad ada 

yang untuk membayar hutang anaknya seperti bapak farid yang menjadi topeng 

dari bapak Febi Indrawan. Dalam mura>bah}ah yang tujuannya untuk jual beli 

tidak cocok  juga untuk membayar hutang. 

       Adapun rukun dan syarat dalam waka>lah pada praktik topengan, seperti : (i) 

Pemberi Kuasa (muwakkil), Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang 

pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan, dalam hal ini 

sebagai muwakkil yaitu non-nasabah. (ii) Penerima Kuasa (waki<l), Syarat orang 

yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan 

jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk 

mewakilkan tapi dalam hal ini sebagai waki<l yaitu nasabah yang mana 

mengajukan pengajuan pembiayaan di BPRS. (iii) obyek atau pekerjaan, dalam 

hal ini obyek yang dimaksud yaitu penyerahan jaminan atau asset untuk dapat 

diajukan pembiayaan ke BPRS, jaminan ini milik non-nasabah. (iv) Ijab dan 

Qabul (S{i>ghat), S{i>ghat itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda 

kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakili menerimanya. Dalam 

hal ini nasabah mengajukan pembiayaan ke BPRS menggunakan data dirinya dan 

jaminan milik non-nasabah. 
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       Salah satu hal berakhirnya akad waka>lah yaitu pemutusan oleh orang yang 

mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia belum tahu.4 Yang mana mura>bah}ah bi 

al-waka>lah dalam hal ini nasabah sebagai wakil dari pihak BPRS untuk 

mewakilkan dalam pembelian barang atau obyek pembiayaan. Tapi yang mana 

hal ini S{i>ghat (kontrak perjanjian) menggunakan kontrak yang sah dan 

bermaterai maka seorang nasabah harus memenuhi kewajibannya sebagai 

Penerima Kuasa (waki<l) dari BPRS untuk menjalani sebagai waki<l. 

       Dalam praktik mura>bah}ah bi al-waka>lah pihak Accounting Officer kurang 

teliti untuk pengawasan pada nasabah dalam pembiayaan, sehingga uang 

pembiayaannya pindah kepemilikan kepada non nasabah yang  mana prinsip 

ketelitian atau kehati-hatian tercantum dalam Firman Allah SWT QS Al-

Ma’idah [6] : 49 

Èβr&uρ Ν ä3ôm$# Νæη uΖ ÷� t/ !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδu !# uθ÷δ r& öΝ èδö‘ x‹ ÷n$#uρ βr& š‚θãΖÏFø� tƒ .tã ÇÙ÷èt/ !$tΒ tΑt“Ρ r& 

ª! $# y7 ø‹ s9 Î) ( βÎ* sù (#öθ©9 uθs? öΝ n= ÷æ$$sù $uΚ ¯Ρ r& ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# βr& Ν åκz:� ÅÁãƒ ÇÙ÷èt7 Î/ öΝ ÍκÍ5θçΡ èŒ 3 ¨βÎ) uρ #Z�� ÏWx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 

tβθà) Å¡≈ x� s9 ∩⊆∪     

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 

tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan 

Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 

diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 

menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 

                                                           
4
 Ahmad Wardi Mulich, Fikih Muamalah, 421. 
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sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia 

adalah orang-orang yang fasik.” 

 

       Akad perjanjian antara nasabah dan BPRS itu mengikat karena telah 

disepakati kedua belah pihak tapi dalam praktik topengan ini yang dilakukan 

oleh nasabah kenyataannya berbeda dari akad perjanjian. Adapun perjanjian 

nasabah yang dalam akad untuk pembelian suatu barang tapi dalam 

kenyataannya uang pembiayaan justru diterima non-nasabah untuk mengangsur 

pinjaman orang lain atau kebutuhan lain. 

       Dalam hal praktik topengan ini data pengajuan pembiayaan yang diajukan 

nasabah tidak sepadan dalam praktiknya yang mana yang seharusnya data 

pengajuan pembiayaan itu yang menggunakan uang tapi disini yang tidak 

menggunakan uang yang menggunakan data nya dalam hal data jaminan. 

      Karena praktik topengan ini merugikan banyak pihak yang pertama pihak 

BPRS selaku pemberi uang pembiayaan dan memberikan kepercayaan kepada 

nasabah untuk membelanjakan dana tersebut sesuai dengan akad perjanjiannya 

dan kedua pihak nasabah yang mana data dirinya sudah digunakan untuk data 

pengajuan pembiayaan dan datanya masuk ke data input Bank Indonesia jika 

terjadi permasalahan atau kredit macet maka nasabah tersebut kesulitan dalam 

pembiayaan ke bank lain. 

       Jadi dapat dianalisa bahwa praktik topengan yang terjadi pada nasabah di 

PT. BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik tidak boleh diteruskan karena, 

sebagai pihak yang mewakili (nasabah) dalam akad telah menyalahi aturan yang 

mana telah disepakati ketika perjanjian (S{i>ghat) dengan BPRS, sehingga 
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penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan selaku sebagai 

BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Topengan Di PT. BPRS Lantabur 

Tebuireng Kantor Cabang Gresik 

       Jual beli mura>bah}ah merupakan jual beli amanah, karena pembeli 

memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang 

tanpa bukti tertulis. 

       Praktik topengan pada nasabah di BPRS Lantabur Tebuireng dalam 

pelaksanaan S{i>ghat atau perjanjian tidak sesuai, yang mana dalam mura>bah}ah bi 

al-waka>lah  yang ada di akad perjanjian yaitu nasabah tapi dalam praktiknya 

uang pembiayaan tersebut pindah tangan atau diserahkan ke pihak non-nasabah, 

yang mana seakan-akan yang membutuhkan itu nasabah padahal orang lain atau 

non-nasabah yang seharusnya datanya ada dalam perjanjian mura>bah}ah bi al-

waka>lah  tersebut. 

       Dalam salah satu rukun mura>bah}ah yaitu S{i>ghat atau akad yang mana harus 

transparan dan disepakati. Dalam S{i>ghat harus jelas harga barang, siapa pihak 

yang menggunakan dana pembiayaan atau yang berakad dan jika BPRS 

mewakilkan pembelian barang kepada nasabah harus jelas siapa yang 

mewakilkan, data-data dalam akad atau perjanjian harus jelas begitupun saat 

survey ke lapangan, begitu juga dalam jaminan yang diajukan nasabah dalam 

pembiayaan. 
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       Selain rukun objek pada mura>bah}ah dalam akad tercantum barang atau harga 

yang sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Tapi dalam obyek pada praktik 

topengan yang dilakukan nasabah di BPRS penggunaan uang pembiayaannya ada 

yang tidak sesuai dengan akad, semisal dalam akad obyek mura>bah}ah  yaitu 

untuk membeli barang A tapi dalam kenyataannya uang pembiayaannya untuk 

barang B. 

       Dari praktik topengan ini diketahui nasabah dalam obyek akad ada yang 

untuk modal kerja seperti bapak Yusuf Efendi yang menjadi topeng dari bapak 

Deni Prayit. Dalam mura>bah}ah yang tujuannya untuk jual beli tidak cocok jika 

menggunakan akad tersebut. Sedangkan untuk nasabah dalam obyek akad ada 

yang untuk membayar hutang anaknya seperti bapak Farid yang menjadi topeng 

dari bapak Febi Indrawan, dan bapak Agus Sukarman Yang menjadi topeng dari 

Ibu Intan Lestari. Dalam mura>bah}ah yang tujuannya untuk jual beli tidak cocok  

juga untuk membayar hutang. 

Di lapangan dalam praktik topengan akad atau perjanjian berbeda, apalagi 

dalam akad yang melakukan waka>lah dalam mura>bah}ah yaitu nasabah tapi 

buktinya yang melakukan waka>lah adalah orang yang bukan dalam akad tersebut 

dan uang pembiayaan sudah beralih kepemilikan. 

Dalam fatwa DSN MUI tentang mura>bah}ah dalam klausul ketiga tentang 

jaminan, point pertama Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah 

serius dengan pesanannya. Dan point kedua Bank dapat meminta nasabah untuk 

menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 
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Dalam point pertama membahas jaminan yang diserahkan oleh nasabah dalam 

pesanannya, yang mana penulis menganalisa bahwa pesanan yang dimaksud yaitu 

yang digunakan atau dipakai oleh pemesan yang mana sesuai dengan akad yang 

harusnya jaminan milik nasabah. 

Selain itu juga dalam fatwa DSN MUI tentang mura>bah}ah dalam klausul 

pertama tentang ketentuan umum dalam mura>bah}ah, point terakhir yaitu jika 

bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip 

menjadi milik bank. 

Dalam hal ini BPRS mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang 

sesuai dengan akad tapi uang tersebut pindah kepemilikan bukan kepada pihak 

ketiga (Supplier barang) tapi pihak ketiga yaitu non-nasabah. 

       Dalam praktik topengan yang terjadi di nasabah BPRS Lantabur Tebuireng 

cabang Gresik, yang mana tidak sesuai antara S{i>ghat dan praktiknya terutama 

pada objeknya. Dari ketidakjujuran nasabah yang penulis cantumkan diatas 

menimbulkan dampak kerugian yang tercantum dalam Firman Allah SWT QS al-

An’am [6] : 164 

ö≅ è% u� ö�xî r& «!$#  Èöö/ r& $|/ u‘ uθèδ uρ �> u‘ Èe≅ ä. & ó x« 4 Ÿωuρ Ü= Å¡õ3s? ‘≅ à2 C§ø�tΡ āωÎ) $pκ ö� n= tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 

3“ t� ÷z é& 4 §ΝèO 4’ n< Î) /ä3În/ u‘ ö/ ä3ãèÅ_ó÷ £∆ / ä3ã∞ Îm7t⊥ ã‹ sù $yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. ÏµŠ Ïù tβθà� Î= tG øƒrB ∩⊇∉⊆∪     

Artinya : “Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal 
Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat 
dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian 
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kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu 
apa yang kamu perselisihkan." 

 

Jadi menurut hukum Islam dalam praktik topengan yang terjadi di BPRS 

Lantabur Tebuireng cabang Gresik dalam akad pembiayaan belum sesuai 

dengan praktiknya. Sehingga timbulnya sikap gharar pada praktik topengan 

yang dilakukan nasabah di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

        Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisis terhadap praktik 

Topengan di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Praktik topengan yang terjadi di BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik 

yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam memanipulasi jaminan pada akad 

muraba>h}ah bi al-wakalah. 

2. Menurut hukum Islam yang diterapkan oleh nasabah pada BPRS Lantabur 

Tebuireng cabang Gresik belum sesuai dengan akad muraba>h}ah bi al-

wakalah. Selain itu juga  belum sesuai dengan fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 

 

B. Saran 

1. Kepada kepala cabang atau manajer sebaiknya melakukan restrukturisasi 

agar tercapainya pemenuhan kewajiban debitor 

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan harus teliti agar tidak 

terjadi lagi praktik topengan tersebut 

3. Untuk masyarakat yang ingin menjadi nasabah dalam melakukan 

pembiayaan sebaiknya diberikan edukasi pihak bank agar tercapainya 

maksud yang ditujukan dan melakukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan. 

 

83 
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4. Dari pihak BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik seharusnya lebih teliti 

dalam merekrut anggotanya begitupun ketentuan-ketentuan yang ada sesuai 

dengan akad dan dalam akad harus sesuai dengan praktiknya. Sedangkan dari 

pihak anggota kejujuran dalam pengajuan itu lebih memudahkan dari semua 

pihak agar penentuan akad tersebut tercapai. 

5. Dalam praktik topengen ini pada akhirnya sudah terjadi atau sudah 

mengetahui semua pihak lebih baik pihak BPRS mengganti akad baru 

(rescheduling). 

6. Dalam menentukan pembiayaan akad muraba>h}ah sebaiknya sesuai  dengan 

fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 

7. Dalam praktik topengan ini yang obyek muraba>h}ah untuk membayar hutang 

lebih baik memberikan akad Qardh bi Rahn . Yang mana akad Qardh bi Rahn 

itu untuk pemberian pinjaman dari BPRS kepada nasabah yang disertai 

dengan penyerahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan 

BPRS dapat meminta biaya jasa ( ujrah ) atas barang jaminan yang 

diserahkan nasabah untuk pemeliharaan atau untuk biaya operasional 

lainnya. Dan besaran ujrah tersebut harus disepakati diawal kontrak dan 

dinyatakan dalam bentuk nominal. 

8. Sedangkan praktik topengan yang obyek muraba>h}ah untuk modal usaha 

lebih baik memberikan akad musha>rakah. Yang mana akad musha>rakah itu 

untuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk usaha 

yang dikelola nasabah. 
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